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Mengingat

GUEBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT,

bahwa berdasarkan Lketentuan Pasal 100 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengclolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Kcuangan Daecrah perlu menctapkan
Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

1.

Pagal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Trian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 lentang
Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Provinsi [nan Jaya
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Tengah, Provinsi Irian Jaya Baral, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Java Dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan ILembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagnimana tclah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tabhun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambhahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tenlang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indoncesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonegia Nomor 6308);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (enlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
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Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6373);

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Perubahan Nama Provins: Iran Jaya Barat Menjadi
Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47 18);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang
Pengelolasn Kcuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubhbk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua [Lembaran Negara
Eepubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana
Induk Percepalan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus  Provinsi  Papua
{Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN DAKRAH TENTANG FPENGELOLAAN

o

KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
k.
2.

Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjulnya disebut
Pemerintah Provinsi adalah Gubermur dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Permerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang sclanjutnya disingkat
DPRPE adalah lembaga perwalkdlan rakyat Daerah yvang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara



10.

Il

12.

14.
15.
16.

17.

13.

19,

20,

-5-

Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menteri adalah menteri yang menyclenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.

Peraturan Dacrah yang selanjutnya disebul Perda adalah Perda Provinsi
Papua Barat.

Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Papua Barat,

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewsjiban Daerah tersebut

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adzalah rencana keuangan (ahunan Pemerintah Pusal yang
ditetapkan dengan undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjulnya disingkat
AFBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditctapkan
dengan Perda.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah vang yvang keluar dari kas Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah vang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun angguaran yvang
berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana vang dialokasikan dalam APEN
kepada Daerah untuk dipunakan sesual dengan kewenangan Daerah
guna mendanai kebutuhan Dacrah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Dacrah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
Dana Bagi Hasil yang sclanjutnyva disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan kcuangan antara Pemerinlah
Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
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bersumber dari pendapatan APBN vang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang sclanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Dacrah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus
yang merupakan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan
Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah vang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
vang berkenaan.

Pcmbiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun  anggaran
benkutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima scjumlah uang atau menerima manfaat vang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Urang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah nang yvang
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan wuang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah.

Pembenan Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada Pemerintah Pusai, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan
Umum Daerah milik Pemerintah Dacrah lainnya, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan
hak memperolch bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Dana Cadangan adalah dana wyang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yvang tidak dapat
dibebankan dalam 1 {satu) lahun anggaran.

Heban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
perivde pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih
vang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang selanjutnya
disinglkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Dacrah untuk periode 5
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Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disinglkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan Umum APBD yang sclanjutnva disingkat KUA adalah dokumen
vang memual kebijjakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah Program proritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada peranglkat Daerah unluk sctiap Program dan Kepiatan
scbagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkal Daerah.

Rcncana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah, yang
selanjuinya disingkat REA SKPD adalah dokumen vang memusat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rcncana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yvang melaksanakan fungsi
Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagsi dasar penyvusunan
rancangan APBD.

Kerangka  Pengeluaran Jangka  Menengah  adalah  pendckatan
penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1
(satu] tabhun anggaran dan mempertimbangkan nnplikasi biava akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam prakiraan maju.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan vang berisi 1 (zatu) atau
lebih Kegiatan vang dilaksanakan olch Satuan Kerja Perangkat Daerah
atanl masyarakat vang dikvordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapal sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu)
atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dar
pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari
sekumpulan Undakan pengerahan sumber daya baik yang berapa
personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumber daya tersebut, sebagai masukan uniuk menghasilkan Keluaran
dalam bentuk barang/jasa.

Kegialan Tahun Jamak adalah kegiatan vyang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (salu) tahun anggaran vang
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pekerjaannya dilakukan melahii kontrak tahun jamak.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan
Program dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran
dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran
vang diharapkan dar suatu Kegiatan.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau
tclah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran  dengan
kuantitas dan kualitas vang terukur.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan
Daerah dan membayar seluruh Pengecluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Dacrah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung scluruh
Penenmaan Dacrah dan membayar seluruh Pengeluaran Dacrah pada
bank yang ditetapkan.

Dokumen Pelaksanasn Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjurnya  disingkat DPA SKPD adalah dokumen wyang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD vang melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Pengguna Anggaran.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyvalakan terscdianya dana sebagai dasar penerbitan Sural
Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Uang Persediaan yang sclanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumilah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk mecmbiayai Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat
Dacrah/Unit S8atuan Ketja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan lujuannya tidak mungkin dilakukan
melahil mekanisme Pembayaran Langsung.

Pembayaran Langsung vang sclanjutnya disingkat LS adalah Pecmbayaran
Langsung kecpada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnva atas

dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja
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lainnya melahn penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
Tambahan Uang Persediaan yang selanjuinva disebut TUP adalah
tambahan uwang muka yang diberikan kepada  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  pembantu  untuk  membiayai
pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang
persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

Surat Pernntah Membayar yang selanjulnya disingkat SPM adalah
dokumen vang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana alas Beban pengeluaran DPA SKPD.

Sural Penntah Membayar UP yang sclanjutnya disingkal SPM-UP adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP
untuk mendanal Kegiatan.

Surat Pernintah Membayar Ganti Uang Persediaan vang sclanjutnva
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunaksn untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD vang
dananya dipergunakan untuk mengganti UP vang telah dibelanjakan.
Sural Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas Beban pengeluaran DPA BKPD, karena kebutuhan dananva
tdak dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan.
Surat Perintah Membayar Langsung vang selanjutnya disebut SPM-LS
adalah dokumcn yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
Surat Perintah Pencairan Dana vang sclanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen vang digunakan scbagai dasar pencairan dana atas Beban
AFPBD.

Barang Milik Daerah yang selanjuinya disingkal BMD adalah semua
barang yvang dibeli atau diperolch atas Beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnyva vang sah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang selanjutnya disebut SiLPA adalah
sclisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sclama 1
{satu) periode anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah wuang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Dacrah yvang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnva berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau akibatl lainnya vang sah.
Urusan Pemernntahan adalah kelkuasaan pemerintahan yvang menjadi
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kewenangan Presiden vang pelaksanaannyva dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan olch Dacrah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah scsuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebunhan
dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh sctiap warga negara sccara minimal.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistern yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dar
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Dacrah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah.

Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPED adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Program.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah  pejabat
pemegang kewenangan penggunasn anggaran uniuk melaksanakan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diber
kuasa wunluk melaksanakan sebagian  kewenangan PA  dalam
melaksanakan scbagian tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Um yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Gubernur dalam rangka penyusunan APBI.

Pejabal Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahars Umum Daerah.,
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Bendahara Umum Daerah yung selanjulnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas scbagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat vang diberi kuasa untuk melaksanakan Magas
BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegialan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan 1 [matu)
atau beberapa Kegiatan dari suatu Program  sesuai dengan bidang
tugasnva.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Dacrah Vang
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD,

Bendahara Pencrimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, mcnyetorkan, menalausahakan, dan
memperlanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah  pejabat yang ditunjuk  menerima,
menyimparn, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APRD pada SKPD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkar Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkal oleh pcjabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau discrahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Dacrah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki olch
Pemerintah Daerah.

Anggaran Kas adalah perkirasn arus kas masuk vang bersumber dari
pencrimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksansan APBD dalam setiap
perode.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjuinya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyvusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Kebijakan Alkuntansi Pemerintah Dacrah adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagal pedoman dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Dacrah untuk memenuhi
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kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
MAUpUn antar entitas.

Sistem Aluntansi Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai  dengan  pelaporan  keuangan di lingkungan  organisasi
Pemenntahan Daerah.

Bagan Akun Standar yang sclanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yvang disusun
secara sistematis scbagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

85, Han adalah har kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

ol

hak Pemerinlah Dacrah untuk memungul pajak Daerah dan retribusi
Daerah serta melakukan pinjaman;

kewajiban Pemerintah Daersh  untuk menyelenggarakan urusan
pemenntahan Daerah dan membayar tagihan pihak keligs;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

Kekayaan Daerah vang dikelola sendin atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan: dan

Kekayaan Pihak Lamnm vang dikuasai oleh Pemerintah Dacrah dalam
rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Dacrah danj/atau
kepentingan umum.

Pasal 3

{1} Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ckonomis,

(2

efeltif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada
ketenluan peraluran perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimeana dimaksud pada avat (1)
diwujudlan dalam APBD.

(3] APBD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi
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Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran

Daerah.

BAB II
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesalu
Pemegang Kekuasaan Pengeloluan Keuangan Dacrah

Pasal 4
(1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dacrah
dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayasn Daerah
vang dipisahkan.
(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a. menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda
lentang  Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

b. mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda
tentang  Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRPE untuk
dibahas bersama;

c. menctapkan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD, dan Rancangan Perda lentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  vyang telah mendapat
persetujuan bersama DPRPR;

d. menctapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangal dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;
menetapkan kebijjakan pengelolaan APBD;
menetapkan KPA;

> om

menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

—-
a

menctapkan pejabal yang bertugas melakukan pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

J- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang
dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
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. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuail Peraturan Perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan scbagaimana dimaksud pada ayat {1),

Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang

berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah

kepada Pejabat Perangkat Dacrah.

Pejabat Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3} terdid

atas:

a. SBekretaris Daerah sclaku koordinator Pengelolasn Keuangan Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPED; dan

c. HKepala S8KPD selaku PA.

Pclimpahan sebagian atau seluruh kckuasaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3] didasarkan pada prinsip pemisahan kewcnangan antara

yang memerintahkan, menguji, dan menerima, alau mengeluarkan uang.

Dalam hal terjadi kelkosongan pejabat perangkat daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), maka Gubemur dapat menunjuk pejabat

sementara  yang berwenang sesuai dengan  ketentuan peraturan

perudang-undangan.

Pasal 5

Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan
Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
berkedudukan scbagai pemilik modal pada perusashaan umum Daerah
atau pemegang saham pada persercan Daerah.

Ketentuan mengenal Gubernur selaku wakil Pemnerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan Dacrah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuzi dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Dacrah

Pasul 6
Sekretaris Daerah aelaku koordinator Pengelolaan Keuangan Dacrah
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sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) hurul a mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan

perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
c. koordinasi penyviapan pedoman pelaksanaan APBD;
memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD:
¢. koordinasi pelaksanaan fugas lainnya dibidang Pengelolaan
Keuangan Dacrah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
[. memimpin TAPD.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada avat (1),
koordinator Pengelolaan Keusngan Dacrah bertanggung jawab kepada
Gubernur.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah

Pasal 7

Kepala SKPKD selalu PPKD mempunyai lugas:

4. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Kcuangan
Dacrah;

b. menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda
lenlang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c. meclaksanakan pemungutan Pendapalan Daerah vang telah diatur
dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

¢. melaksanakan tugas lainnyva sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selakue BUD  scbhagaimana

dimaksud pada ayat {1} hurul d berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA SKPD,

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan pelunjuk leknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas Dacral;

¢c. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
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menetapkat 3PD,

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan alas
nama Pemerintah Daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
menyajikan informasi keuangan Daerah;

melakukan pencalalan dan pengesahan dalam hal Poncnimaan
Daerah dan Pengeluaran Daerah sesual ketentuan peraturan
perundang- undangan, tidak dilakukan mclalui rekening kas umum
Daerah;
mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalul penerbitan 5P2D;

membuka REUD;

membuka rekening peneritnaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun lapoaran keuangan vang merupakan pertanggungjawaban
APBD.

Pasal 8

PPED selaku BUD mengusulkan pejabal di lingkungan SKPED kepada
Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada avat {1) ditetapkan dengan

keputusan Gubernur.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

.

b
Lt
d

menyiapkan Anggaran Kas,

menylapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengehuaran APRBD oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjulk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

menyimpan uang Daerah;

melaksanakan  penempatan  uang Daerah  dan  mengelola/
menatausahakan investasi;

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Behan
APBD;

melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah

Dacrah;
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B

melakukan pengelolaan Utang dan Piulang Dacrah; dan

k. melaltukan penagihan Piutang Dacrah
(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada PPED selaku BUTD.

Paszal 9

Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 [satu) Kuasa BUD di
lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yvang dikelola,
beban kerja, lokasi, danfatau rentang kendali.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal 10

(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a.
b.
C.

menyusun REA SKPD;

menvusun DPA SKPD;

melakukan Undakan yang mcngakibatkan pengeluaran atas Beban
anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian alas lagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;

mengadakan ikalan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
hatas anggaran yang lelah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola Utang dan Piutang Daecrah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnysa;

menyusun dan menyvampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawas] pelaksanasan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetaplkan PPTK dan PPK SKPD;

menctapkan pejabat lainnyva dalam SKPD vang dipimpinnya dalam
rangks Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan Tigas dan wewcenangnya
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sckretaris

Daerah.

Bagian Kehma
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasgal 11
{1} PA dapat meclimpahkan scbagian kewenangannva kepada kepala Unit
SKPD selaku KPA.
(2) Pelimpahan kewenangan sebagamimana dimaksud pada avat (1)
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau
rentang kendali,
{3} Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Gubernur atas usul kepala SKPD.
{4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan tindakan yvang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b, melaksanakan anggaran Unit SKPD yvang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memeriniahkan pembayaran;

d. mengadakan ikalan/peganjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

e, meldksanakan pemungulan retnobusi Daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabrya;
dan

g. melaksanakan tugas KPA lsannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2} Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
KPA berlanggung jawab kepada PA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 12
(1) PA/KPA dalam mclaksanakan HKegiatan menetapkan pejabal pada
SKPD/Unit SKPD selalu PPTK,
(22) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan
wewenang PA/KPA.
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{3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

{1} Penetapan PPTK scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran
kepiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya vang kriterianya ditetapkan Gubemur.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN vang
mendudula jabatan struktural sesual dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal Udak lerdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menclapkan pejabat fungsional umum selaku
PPTK yang Kriterianya ditetapkan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pcjabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perungkal Dacrah

Pasal 14

(1) Repala SKPD selaku PA menctapkan PIPE SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

(2) PPE-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunvai tugas dan
WEWETIEANE:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, 8PP-TU, dan 3PP-LS beserla
bukli kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. memyapkan SFPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban  bendahara
penernmaan dan bendahara pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

(3] PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap scbagai
pejabat dan pegawai vang bertugas melakukan pemungutan pajak
Daerah dan retnibusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, dan/atau PPTK.
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Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 15

(1} Dalam hal PA mchmpahkan schagian kewenangannya kepada KPA karena

(<]

(1)

(2)

(1)

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal (2), PA

menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada Unit SKPT.

PPK Unitl SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuny:u tugas:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-L8 beseria  bukt
kelengkapannya  yang  digjukan  oleh Bendabara Pengeluaran
Pembanti;

b, menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-1.8
vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendaharas
Pencrnimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Dagian Kesembnlan

Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16
Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanasn anggaran pendapatan
pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.

Bendahara Penenmaan schagaimana dimaksud pada avat (1) memilik
tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas
Umum Daecrah, menatausahakan, dan mempertanggungiawablean

Pendapatan Daerah vang diterimanya.

Pasal 17
Dalam hal PA melimpabkan scbagian kewenungannya kepada KPA,
Gubernur dapat menctapkan Bendahara Peonerimaan Pembantu pada
unit kerja SKEPD vang bersangkutan.
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Bendahara Penenmasn Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang scsual dengan lingkup penugasan vang

ditetapkan Gubernur.

Pasal 18
Kepala SKPT} atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan
pegawal vang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk
meningkatkan efekfifitas pengelolaan Pendapatan Dacrah.
Pegawal vang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai
dengan lingkup penugasan yang dilelapkan Kepala SKPD.

Pasal 19
Gubernur atas usul PPKD selaku BUD menetapkan Bendahara
Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran scbagaimansa dimaksud pada avatl (1) memiliki
tugas dan wewenang scbagal benkut:
a. mengdjukan permnminlaan pembayaran menggunaskan SPP UP, SPP GU,
SPP TU, dan SI'P LS;
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TL;
melaksanakan pembayaran dan UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
menolak perntah bayar darl PA vang udak sesual dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan;
e. menelili kelengkapan dokumen pembayaran;
membual laporan pertanggungjawaban secara administratit kepada
PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik; dan
g memungut dan menvetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat {1} dan ayat (2), Gubernur atas usul PPED
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembanitua.
Bendahara Pengeluaran Pembantu schagaimana dimaksud pada ayat (3)
memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP
L3;

T
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b. menerima dun menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

¢. menerima dan menyimpan TU dar BUD;
melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yarnyg
dikelolanya;

¢. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak scsuai dengan kKetentuan
peraturan perundang-undangan;

[ meneliti kelengkapan dokumen pemhayaran;

g memungut dan menyelorkan pajak sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
EPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada
Bendahara Pengeluaran sccara periodik.

Bendahara Pengeluaran terdini atas Bendahara Pengeluaran pada

Sckretaris Daerah, Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, dan

Bendahara Pengeluaran Gubernur dan Waldl Gubernur yvang bertanggung

Jawab kepada Sckretaris Daerah,

Pasal 20
Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan
pegawal  yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Dacrah.
Pegawal yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai
dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

Pazal 21

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a.

melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan
penjualan jasa;

bertindak sebagal dan/atau penjamin atas kegiatan, pekerjaan, penjualan
jasa; dan

menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas
nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
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Bagian
Kesepuluh

Tim Anggaran Pemeriniah Duaerah

Pasal 22

{1} Dalam proses penyusunan APBD, Gubernur dibantu oleh TAPD yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

TAPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana
Daerah, PPKD, dan pejabat lain scsuai dengan kebutuhan.

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal tugas:

(<)
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membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

menyusun dan membahas rancangan KUA  atau  rancangan
perubahan KUA;

menyusun dan membahas rancangan PPAS  atau FAnCangan
perubahan PPAS;

meclakukan venfikasi RKA-SKPT:

membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, atau
rancangan perlanggungiawaban APBD;

membahas hasil evaluas: APBD, Perubahan APBD, alay
Pertanggungjawaban APBD;

melakukan verifikasi rancanpgan DPA SKPD/rancangan perubahan
DPA SKPD;

menyiapkan sural edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan
RKA; dan

melaksanakan {tugas lain sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas TAPD scbagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat melibatkan instansi sesual dengan kebutuhan.

BARE III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

APED  dimusun sesual dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  Urisan

Pemerintahan Dacrah yang menjadi kewenangan Dacrah dan
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kemampuan Pendapatan Daerah.

APBD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
scliap lahun ditctapkan dengan Perda sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
Semuda Penerimaan Dacrah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD.
Penerimaan Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas:
a. pendapatan Daerah; dan
b. penenmaan Pembiayaan Daerah.
Pengeluaran Dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. belanja Daerah; dan
b. pengeluaran Pembiayaan Daerah
Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD schagaimans
dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
Pencrimaan Dacrah dan berdasarken pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai
dengan kepasiian lersedianya dana atas Penerimaan Dacrah dalam
jumnlah yang cukup.
Selap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memiliki dasar hukum yang melandasinya.
Seluruh Penenmaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) diangsarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 25

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang Rupiah.
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Pasal 26

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Dacrah dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengena keuangan negara.

(1]

(<)

(3)

(1]

(2]

(3]

Bagian Kedua
Straktar Anggaran Pendapatan dan Belamja Dacrah

Pasal 27
APBD merupakan satu kesatuan yvang terdin atas:
a. pendapatan Daerah;
b. belanja Dacrah; dan
¢, pembiavaan Daerah.
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan memuarat
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemernntahan Daerah dan Organisasi
scbagaimana dinaksud pada ayal (2) disesuaikan dengan kebuluhan
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf
a meliputi semua penerimaan uang melalul Kas Daerah yang tidak perlu
dibayar kembali olch Dacrah dan penernimaan lainnya yang secsual
Peraturan Perundang-undangan diakl sebagal penambah ekuitas yang
merupakan hak Daerah dalam 1 {satu) tahun anggaran.
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huraf b
mehputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah vang tidak
perlu diterima kembali olch Dacrah dan pengeluaran lainnya yang scsus
Peraturan Perundang-undangan diakw scbagm pengurang ckuitas yang
merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pembiayaan Dacrah scbagmimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (1)
huruf ¢ meliputi semua penenimaan vang perlu dibavar kembah dan/atau
pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikulnya.
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Bagian Kctiga
Pendapatan Daerah

Pasal 20

Pendapatan Daerah dinnei menurut Urusan Pemerintahan  Daerah,

organisasi, jenis, obyek, dan rincian obvek Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah lerdin atas:

.
b.

C.

(1

(2]

(3]

()

Pendapatan Aslhi Dacrah;
pendapatan transfer: dan
lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah.

Pasal 31
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a
melipuati:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagzimana dimaksud
pada ayat (1) buraf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenai
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Hasil Pengelolaan Kckayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) huruf ¢ merupakan Penerimaan Daerah atas hasil
Penyertaan Modal Daerah.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada
avar (1) huruf d terdin atas:
a. hasil penjualan BM1 vang tidak dipisahkan:
b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
¢. hasil kerja sama Daerah:
d. jasa giro;

hasil pengelolaan dana bergulir;

4

f.  pendapalan bunga;
2. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
h. penenmaan komisi, potongan, atau bentuk lain secbagai akibat
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penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, danfatau pengadaan
barang dan jasa tcrmasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari  hasil
pemantaatan barang Daerah alau dan kegiatan lainnya merupakan
Pendapatan Daerah;

1. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uatg asing;

pendapatan denda atas ketlerlambatan pelaksanaan pekerjaan;

—_.
'

k. pendapatan denda pajak daerah;

st
g

pendapatan denda retribusi daerah;

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n. pendapatan dari pengembalian;
0. pendapatan dan BLUD; dan
p. pendapatan lainnya sesuai dengan keteniuan Peraturan Perundang-
undangan.
Pasal 32
Pemenntah Dacrah dilarang:

a. melakukan pungutan atau wvang disebul nama lainnya vyang
dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam Undang-
Undang; dan

b. melakukan pungutan wyang menyebabkan ckonomi biayva tinggi,
menghambat mobilitas penduduk, lalu hntas barang dan jasa antar
daerah, dan kegiatan ekspor/impor vang merupakan program strategis

nasional.

Pasal 33

Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada

Pasal 32 wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

Pasal 34
(1) Pendapatan transler scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huaf b
meliputi:
a. transfcr pemernntah pusat; dan
b. transfer antar-Daerah.
(2) Transier Pemenntah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdin atas:
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a. dana perimbangan;
b. dana insentif dacrah;
i dana otonomi khusus; dan
dana kampung.

Transfer Antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdin atas:
a. pendapatan bagl hasil; dan
b. bantuan keuangan.

Pasal 35
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 avat (2) huruf

a terdiri atas:

a. Dana Transfer Umum: dan
b. Dana Transfer Khusus
Dana Transler Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a
terdiri atas:
a. DBH; dan
b. DAL

Dana Transfcr Khusus scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
b terdiri atas:

a. DAK Fisik; dan
b. DAK Nom Fisik.

Paxsal 36
DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huraf a bersumber
dari:
a. pajak; dan
sumber daya alam.

DEH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan seklor perkebunan, pertambangan,
dan perhutanan;

b. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang
pribadi dalam neger: dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan

. cukai hasil tembakau.

DEH vang bersumber dari sumber daya alam scbagaimana
dimalksud pada avat (1) hurul b terdin dan;
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a. penerimaan kehutanan vang berasal dari iuran ijjin usaha
pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi;

b. penerimaan pertambangan mineral dan batu bara yang berasal
dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan

iuran eksploitasi;

c. penerimaan negara dari sumber daya alam perlambangan
minyak bumi;

d. penenmaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas
bumi;

c. penerimaan dari panas burni;

penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha
perikanan dan pungutan hasil perikanan; dan
gz penerimaan sumber daya alam lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paszal 37
DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangsn antar Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38
Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) hurul
b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai
kegiatan Khusus yang merupakan Umisan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 39
Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 avat (2) huraf b
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan
kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargasn atas
perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Pasal 40
(1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat {2) huraf c
bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
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melalyi  APBD  digunakan untuk membiayai  penvelenggaraan
pemenntahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masvarakal.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41
Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf
a mecrupakan dana yang bersumber duri Pendapatan Daerah vang
dialokasiken kepada Dacrah lain berdasarkan angka persentase tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
(I} Bantuan Keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf
b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka
kerja sama Dacrah, pocmcerataan peningkalan kemampuan keuangan,
dan/atau tyjuan lertentu lainnya.
(2) Bantuan Keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; dan
b. bantuan keuangan dari daerah kabupaten fkota.
Pasal 43

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 huru! ¢ mehputi:

a. hibah;

b. dana darurat; dan/atau

¢. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 44
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 hurul a merupakan bantuan
berupa uang, barang, dan/fatau jasa yang berasal darl Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atan
luar negeri yang tidak mengkat untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan Urisan Pemerintahan yang menjadi kewcnangan Daerah
sesual dengan kelenluan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 45
Dana Darural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan
dana yang berasal dan APBN yang dibenksan kepada Daerah pada tahap
pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh
bcncana vang tidak mampu ditanggulang oleh Dacrah dengan meonggunakan
sumber APBD sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 46

(1} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hurnif b
untuk mendanal pelaksanaan Urusan Pemenntahan yang menjadi
kewenangan Daerah, serta untuk mendanzn unsur-unsur pelaksansan
urusan pemeriniahan.

(2] Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Dacrab sebagaimans
dimaksud pada ayat [1] terdin atas Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemenntahan Pilthan sesuasi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Urusan Pemenntahan Wapb sebagaimans dimaksud pada avat (2) terdin
alas Urusan Pemerintahan Wajib yvang terkail Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

{4) Urusan Pemernntahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
sesual dengan potensl yang dimihka Dacrah.

(5] Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan
dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemenntahan Wajib Terkaut
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urisan Pemerintahan Wagb yang dak
terkait dengan DPelayanan Dasar dialokasikan sesual dengan kebutuhan
Daerah,

{7} Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialokasikan sesusl dengan prionitas Dacrah dan potensi yang dimiliki
Daerah.

(8) Unsur pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksod pada
avat (1) terdin dan:

a. pcendukung;
b. penunjang;

C. pengawasan;
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d. kewilayahan; dan

e. pemerintahan umum.

Pasal 47
Dacrah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanal Urusan
Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditctapkan scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Daerah dapat mengalokasikan belanja untuk Unsur Pendukung,
Pemuinjang, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemernintahan Umum.

Fasal 48
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berpedoman pada
standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau
standar teknis sesuad dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.
Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan.
Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dan standar harga satuan ditetapkan oleh Gubernur.
Analisis standar belanja, standar hargs satuan, dan/atau standar teknis
sebagaimana dimaksud pada syal (3) digunakan untuk menvusun
rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Perda
teniang APBD.
Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinei menumt
urusan Pemerintaban Daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis,
obyvek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

Paszal 49

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat [6)
diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara vang diklasifikasikan
menurut fungsi vang antara lain terdiri atas:

=l

=
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pelayanan umum;

kelertiban dan keamanan;
ckonomi;

perlindungan hingkungan hidup;
perumahian dan [asilitas umumg;
kesehatan;

parTwisHta;
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pendidikan; dan
perlindungan sosial,

Paszal =50

Belanja Daerah menurir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

ayat (6) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2]

(¥

(1]

(2}

3]
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Pasal 51
Belanja Daerah menurul Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 avat (0] discsuaikan dengan Urnasan Pemerintahan Daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) oncannya
paling sedikit mencakup:
a. target dan sasaran;
b. indikator capaian keluaran: dan
¢. indikator capaian hasil.
Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian hasil
dan mdikator capaian kelusran yang didasarkan pada prniomntas nasional
disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan

mndikator hasil dan indikator keluaran sesuail dengan ketentuan perafiran

perundang-undangan.

Pasal 52
Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
b.  belanja modal;
c. belanja tidak terdugs; dan
d. belanja transfer.
Belamja operas sebagaamana dimaksud pada ayat (1) huraf a merapakan
pengeluaran anggaran untuk kegiatan schari-hari Pemerintah Daerah
yvang member manfaat jangka pendek.
Belanja modal sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf b merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asel lainnya vang
memberi manfaat lebih dan 1 (satu) periede alkuntansi.
Belanja tdak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan
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darurat termasuk keperluan mendesak wvang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurafl d merupakan
pengeluaran wang dan Pemenntah Daerah kepada Pemerintah Daerah
lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasul 53
Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a
dinnci atas jems;
a. belanja pegawai;
b. bhelanja barang dan jasa:
belanja bunga;
belanja subsidi;
belanja hibah; dan
belanja bantuan sosial,
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huraf b
dirinci atas jenis belanja modal.
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
huruf ¢ dirinc: atas jenis belanja tidak terduga.
Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat {1} huruf d
dirine: atas jenis:
. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

T LS = PR ¢

Pazal 54
Pemenintah dacrah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawal ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
memperoleh persetujuan DPRPB scsuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.
Tambahan penghasilan schagaimana dimaksud pada ayat (1] diberikan
berdasarkan pertimbangan beban kerja, lempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif
lainnya.
Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Dacrah
scbagaimana dimaksud pada ayal (2) ditctapkan dengan peraturan
Gubernur dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud
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pada avat (3), Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan bag

Pegawai ASN sefelah mendapat persctujuan Menteri

Pasal 55
Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
huraf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang (jasa yvang
nilai manfaainya kurang dar 12 {dua belas) bulan, termasuk barang fjasa
vang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengadaan barang dan  jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Gubernur.

Pasal o6

Relanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c

dipunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Ulang yang dihitung

atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

(1]

2]

(3]
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Fasal a7
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat {1} huruf d
digunakan agar harga jual produksi atau jasa vang dihasilkan oleh Badan
Usaha Milik Negara, BUMD dan/atan Badan Usaha Milik Swasta, sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan  schingea  dapal
terjangkau olech masyarakat.
Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta
sebaganmana  dimaksud  pada ayat (1) merupakan  badan  yang
menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakal.
Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, danfatau
Badan Hukum lain scbagaimana dimaksud pada ayat [2) yang akan
diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh Kantor
Akuntan Publik scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Hasill audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan
perbimbangan untuk membenkan subsidi.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penenma subsidi

schagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyvampaikan laporan



(5]

(1)

12)

(=)

(1)

(2]

(3]

- 36 -

pertanggungjawaban penggunaan duana subsidi kepada Gubernur.
Ketentuan  lebih lanjut mengenal  tata cara pemberan  dan
pertanggunglawaban subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur,

Pasal 58
Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e
diberikan kepada Pemerintah Pusal, Pemerintah Daerah lainnya, Badan
Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta
Organisasi Kemasyarakalan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntulannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun angparan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Pemberian hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah
Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat.
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keumngan Dacrah  setelah
mempriorilaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
kctentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 59

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 avat (1)
huruf [ digunakan untuk mengunggarkan pemberian bantuan berupa
uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, keclompok dan/atau
masyarakat yang sifathya udak sccara terus menerus dan selektif yang
bertujuan unfuuk melndungt dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Keadaan terteniu dapat berkclanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan sctiap tahun
anggaran sampai penernma bantuan telah lepas dar resiko sosial.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
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memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecual ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PPasal 53 ayat (2) digunakan
untuk menganggarkan pengelusran vang  dilakukan  dalam  rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan asct tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
knteria:
a. mempunyal masa manfaat lebih darn 12 (dua belas) bulan;
b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
c. batas minimal kapitalisasi aset.
Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ diatur dalam Peraturan Gubernur.
Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangparkan dalam
belanja modal scbesar harga beli atau bangun aset ditambah selurubh
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai asct
tersebul siap digunakan.

Pasal 61

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) meliputi:

E= 1

Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan
dan mesin mencalup mesin dan kendaraan bermotor, alat clektronilk,
inventaris kantor, dan pcralatan lainnya yang nilainya signifikan  dan
masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap
palkal;

Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk  menganggarkan
gedung dan bangunan mencalup seluwruh gedung dan bangunan vang
dipcroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
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Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

Belanja ascl totap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asct tctap
lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikclompokkan ke dalam
kelompok ascl tetap scbagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai; dan

Belanja asel lainnya, digunakan untuk menganggarkan asct yang tidak
memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya

sesuai dengan nilai lercatatnya.

Pasal 62

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 avat [4) huruf a

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1)

(2]

(3]

(4)

(3]

(£2]

Pasal 63

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(4) huruf b diberikan kepada daecrah lain/kampung dalam rangka keta
sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau
tujuan terterniu lainnya.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dianggarkan scsuai kemampuan Kcuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerinlahan Wajib dan
Urusan Pemenntahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
d. bantuan keuangan antar daerah Provinsi;
b. bantuan keuangan daerah Provinsi ke daerah kabupaten/kota di

wilayahnya dan/atau dacrah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
c. bantuan keuangan daerah Provins kepada desa.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (3] bersifat umum
atau khusus.
Peruntukan dan pengelolaan banfuan keuangan vang bersifat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] diserahkan kepada penerima
bantuan.
Peruntukan bantuan keuangan yang bersifal khusus secbagaimana
dimaksud pada ayal (4) ditctapkan oleh Pemerintah Dacrah  dan
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pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Pemnben bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
dyat (0 dapal mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD
atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 64

Belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3]

merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan

darural termasuk keperluan mendesak  serta pengembalian  atas
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Dacrah  tahun-tahun
sebelumnya.

Dalam hal belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud pada avat (1)

tidak mencukupi, menggunakan:

2. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

b, memanfaatkan kas vang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan schagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam

Perubahan DPA SKPD.

Pasal 65
Keadaan darural scbagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)
meliputi;

A, bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan Jatan
kejadian luar biasa;

b pelaksanaan operasi pencarian dan perlvlongan; dan/atau

3 kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik,
Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayal
(1) meliputis
a. kebutuhan Daerah dalam rungka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalamn;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;
C. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemeriniah
Dacrah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat



(3]

(<

(=)

(&)

(1)

(2)

(3]

— A =

peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluatan Daerah lainnya wang apabila ditinda  akan
memmbullkan kerugian vang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak scbagaimang
dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) ditetapkan dalam Perda tentang
APBD tahun berkenaan.

Pengeluaran untuk mendanai keadasn danirat yung belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa,

Eclanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konilik sosial,
dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayalb (4]
digunakan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum
tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan
DPA SKPD.

Bagian Kelima
Pembiayvaan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 66
Pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
huruf ¢ terdin atas:
penerimaan Pernbiavaan: dan
b, pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci
menurut Urusan Pemerintahan Dacrah, organisasi, jenis, obyek, dan
rincian obyek Pembiayaan Daerah.

Pencrimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pacda ayat
(1) buruf a bersumber dari;

a. SiLPA:
b. pencairan Dana cadangan:
c. hasil penjualan kekayaan Dacrah yang dipisahkan;
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d. penerimaan Pinjaman Daerah;
. penenmaan kembali Pembenan Pinjaman Daerah; danfatau
penenmaan pembiayasn lannya sesusl dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:

a. pembayaran cicilan pokok Utang vang jatub tempo;
b. penyertaan modal Daerah;
G pembentukan Dana Cadangan;

pembernian Pinjaman Dacrah; danfarau
. pengeluaran  pembiayaan lamnnya sesua dengan kelentuan
peraturan perundang-undangsn.
Pembiayaan nelo merupakan sclisih  penenmaan  pembiayaan
terhadap pengelusran pembiayasn.
Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan

untuk menutup delsit anggaran.

Paragraf 2
Penenimaan Pembiayaan

Pasal &7

S51LPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat {3) huruf a bersumber
dari:

=

o O T P

pelampauan penerimaan PAD;

pelampauan penenmaan pendapalan transfer;

pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
pelampauan penenmaan Pembiayaan;

penghematan belanja;

kewajiban kepada pihak ketigpa sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan; dan/atau

sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana
pengeluaran Pembiayaan.

sisa dana lamnya scsual dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.
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Pasal 68
Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 avat
(3) buruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan
dari rekening [Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam
tahun anggaran yang berkenaan.
Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) scsuai
dengan jumlah yang tclah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan
Dana Cadangan bersangkutan.
Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi
penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang berkenaarn.
Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebul  dapat
ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko
refndah. i
Posisi Dana Cadangan dilaporkan scbagai bagian vang tidak terpisahkan
dari laporan pertanggungjawaban APBD,
Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana
Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayal (1} dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan
bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 69
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisuhkan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pencrimaan atas hasil penjualan  kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

Pasal 70
Penerimaan Pinjaman Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (3} huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan ditcrima
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan vang ditetapkan dalam
perjanjan pinjaman bersangkutan.
Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber dari:
4. Pemerintah Pusat;
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b. Pemerintah daerah lain;
. Lembaga Keuangan Bank;
d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan/atau
e. Masyarakat.
(3] Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (3] huruf ¢ digunakan untuk mengangrarkan penerimaan
kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesilai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72
Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(3) huruf [ digunakan untuk menganggarkan penerimasn Pembiayaan lainnya
scsual dengan ketentuan peraniran perundang-undangan,

Paragraf 3

Pengeluaran Pembnayaan

Pasal 73
Fembayaran cicilan pokok Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang
didasarkan pada jumlah yang harus dibavarkan scsuai dengan perjanjian
pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh
kewajiban Pemerintah Daerah yvang harmis diselesaikan dalam tahun anggaran
berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pagal 74

(1) Daersh dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
dulam Pasal 66 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik
Negara.

(2] Penyertaan modal Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} dapat dilaksanakan apabila jumlah vang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah ditctapkan dalam Perda mengenai penycrtaan
maodal Daerah bersangkutan.
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Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum
persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRPB atas Rancangan Perda
tentang APRID.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelurmnya tidak diterbitkan
Perda lersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut
tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan
Perda mengenai penyertaan modal bersanglaatan.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penvertaan modal
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda
mengenz penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan
Perda mengenal penyertaan modal yang bersanghkutan sesuai dengan
keteniuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7&

Dana Cadangan sebagaimana dimaksixd dalam Pasal 66 ayat (4) huruf ¢,
penggunaannya diprioritaskan untulk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan  sarana Daerah yang  tidak dapat
dibebankan dalam 1 (sam) tahun anggaran.
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayvart (1} dapat digunakan
untuk mendanai kebutuhan lainnya  sesuai  ketentusn  Peraturan
Perundang-undangan.
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
a. DAEK;
b. Pinjaman Daerah; dan
¢. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengelusaran

tertentu berdasarkan Ketentuan peraiuran perundang-undangan.
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam
rckening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah,
Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
Perda scbagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum
persctijuan bersama antara Gubermur dan DPRPB atas Rancangan Perda
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tentang APBD.

Pasal 77
Pemberian Pinjaman Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(4) hurufl d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman
Daerah vang dibernikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Dacrah
lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau
masyarakat.
Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan sctelah mendapat persetujuan
DPREPB.
Perselujuan DPRPB scbagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian
yvang disepakati dalam KUA dan PPAS.
Ketentuan mengenal tata cara Pemberian Pinjaman Daerah schagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3] dialur dalam Peraturan
Gubernur scsual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pengeluaran pembiayaun lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat

(4]

huruf e digunakan untulkk menganggarkan pengcluaran pembiayaan

lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(<)

13)

Bagian Keenam
Surplus dan Defisit

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

Selisih antara anggaran Pendapatan Dacrah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang
APBD wyang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan decfisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan Pembiayaun Daerah yang ditetapkan dalam Perda tcntang

APBD yang pelaksanaannya sesual dengan  ketentuan peraluran
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perundang-undangan.

Paragral 2
Surplas

Pasal 80

Penpgunaan surplus APBD dintamnakan untuk:

pembayaran cicilan pokok Utang vang jatuh lempo;

penvertaan modal Daerah;

pembentukan Dana Cadangan;

pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

pengeluaran pembiayaan lainnya sesual dengan kelentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 81

Pemenntah Dacrah wajih melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri

dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kenangan setiap semester dalam tahun anggaran berkensaan.

(1)

]

(L)

(2]

Paragral 3
Defisit

Pasal 82

Batas maksimal jumlah kumulatii defisit APBD dan batas maksimal
defisit APBD vang dibiayai dari Pinjaman Dacrah berpedoman ketentuan
yang ditetapkan Menten Keuangan.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} kcpada Menteri dan menteri vang
menyelengparakan urusan pemenntazhan di bidang keuangan setiap
semester dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 83
Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 avat (1) hoarus dapat
ditutup darn Pembiayaan neto.
Pembiayaan neto sebagal dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih

antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
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BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Hagisn Kesatu

Kebijakan Umum Angegaran Pendapatan dan Belanga Daerah Dan Prioritas
Plafon Anggaran Scmentara

Pasal 84
Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan
RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
Rancangan KUA schagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat:
4. kondisi ekonomi makro Dacrah;

b. asumsi penyusunan APBD;

¢. kebijakan Pendapatan Dacrah;

d. kebijakan Belanja Daerah;

e. kebijakan Pembiayaan Daecrah; dan
f. strategm pencapaian.

Rancangan PPAS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

tahapan:

a.  menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;

b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing
urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional
yvang tercantum dalam rencana kega pemerinlah setiap tahun; dan

c. menvusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara
untuk masing-masing Program dan Kegialan.

Pasal 85

Gubecrnur menyampaikan rancangan KUA dan mancangan PPAS
sebagammana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) kepada DPRPB paling
lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama
antara Gubernur dan DPRPB.

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dirnaksud pada ayal (1) ditandatangan oleh Gubermur dan pimpinan
DPRPB paling lambat minggn kedua bulan Agpustus.

KUA dan PPAS vang lelah disepakali Gubcermur bersama DPRPB

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) menjadi pedoman bagi Perangkat
Doerah dalam menyusun RKA SKPD.
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(4) Tata cara pcmbahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86
Dalam hal Gubernur dan DPRPB tidak menycpakati bersama rancangan KUA
dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), palng
lama 6 (cnam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS
disampaikan kecpada DPRPB, Gubernur menvampaikan Rancangan Perda
tentang APBD kepada DPRPB berdasarkan REPD, rancangan KUA, dan
rancangan PPAS wyang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui
bersama antara Gubernur dengan DPRPB sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 87
{1} Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) hurul b dapat
dianggarkan:

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam hentuk kegiatan tahun
jamak

{2) Eegialtan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus memenmahi kriteria paling sedikat:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan vang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran
vang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas)
bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegalan yvang menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

(3] Penganggaran kegiatan tahun jamak scbagaimana dimaksud pada ayat

{2) berdasarkan atas perselujuan bersama antars Gubernur dan DPRPB.

(4] Perselujuan bersama  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)
ditandatangani betrsamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

{5} Persetujuan bersama scbagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memaiat:

a. nama kegiatan;

b. jangka wakiu pelaksanaan kegatan;

c. jumlah anggaran; dan
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d. alokasi anggaran per tahun.

Jangka wakiu penganggaran pelaksanaan keglatan tahun jamak
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaw akhir
tahun masa jabatan Gubernur berakhir, kecuali kegiatan tahun jamal
dimaksud merupakan prioritas nasional danfatau kepentingan strategis
nasional scsual dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kena Perangkat Daerah

Pasal 88
Kepala SKPD menyvusun RKA SKPD  berdasarkan KUA dan PPAS
schagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2] dan ayat (3).
RKA BKPD secbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menggunakan pendckatan:
a. kerangka Pengreluaran Jangka Menengah Daerah;
b. penganggaran terpaduy; dan
c. penganggaran berdasarkan Kinerga
RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disampaikan kepada
PPKD scbagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sesuai
dengan jadwal dan tahapan vang diatur dalam Peraturan Menteri tentang
pedoman penyusunan APBD yang diletapkan setiap tahun.

Pasal 89

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan
darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat
menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayal [2) dan ayat (3).

(1

(2

Pasal 90
Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah  Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huraf a dilaksanakan
dengan menyusun Prakiraan Maju.
Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} berisi perkiraan
kcbunihan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan.
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Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

88 avat (2) huwruf b dilakukan dengan memadukan scluruh proses

perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan

dukumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja scbagmimana dimaksud

dalam Pasal 88 avat (2) huruf ¢ dilakukan dengan memperhatikan:

a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan
dari Kegiatan;

b. hasil dan manfaat vang diharapkan; dan

c. cfisicnsi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 91
Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendckatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan terciptanya
kesinambungan REA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil
pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya
sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertyuan untuk menilai
Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum
digelesaikan lahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan
pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun
yvang direncanakan.
Dalam hal Program dan Kegiatan merupaksn tahun terakhir untuk
pencapaian prestasi kerja vang ditetapkan, kebuluhan dananyva harus
dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 92
Penyusunan REKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran
berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2)
huruf ¢ berpedoman pada:
a. indikator Kinerja;
b. tolok ukur dan sasaran kinerja scsuail analisis standar belanjs;
¢. standar harga satuan;
d. Recncana Kcbutuhan BMD; dan
e. Standar Pelayanan Mimmal.
Indikator Kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1] huraf a
merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai darn Program dan
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Kegiatan yvang direncanakan meliputi Masukan, Keluaran, dan Hasil
Tolak ukur Kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan ukuran prestasi kega vang akan dicapal dari keadaan
semuila dengan memperiimbangkan faktor kuahtas, kuantitas, chsiens,
dan efekiivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.

Sasaran Kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b merupakan
Hasil yang diharapkan dar suatu Program atau Keluasran yang
diharapkan dari suatu Kegiatan vang akan atau telah dicapas
schubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas vang terukur.

Analisis standar belanja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hural b
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

Standar harga satuan scbagaimans dimaksud pada ayat (1) hural c
merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditctapkan dengan
Keputasan Gubernur dengan mempertimbangkan standar harga satuan
regional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 48 avat (4).

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut e
merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan
mutu Pelayvanan Dasar yvang merupakan Urusan Pemenntaban Waphb
vang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 93
RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) memuat
rencana  pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang
direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berkutnya.
Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dirinet sampai dengan rincian obyek.
RKA SKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi
mengenai Unisan Pemerintahan Dacrah, bidang urasan, organisasi,
atandar harga satuan, dan Kinerga yang alkan dieapai dan Program,
Kegialan, dan subkegiatan.

Pasal 94
Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)
memuat Urusan Pemenntahan Daerah, bidang urusan, organisasi,

kelompok, jenis, obyvek, nnoan obyek, dan subrincian obyvek Pendapatan
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Daerah.

Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh

SKPD sesual dengan (ugas dan lungsimya serla diletapkan sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dirinc

atas Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan vrganisasi, Program,

Kegiatan, sub kegiatan, kelompok belanja yang masing masing diuraikan

menurut jenis, obyek, dan nncian obyek belanja.

Rencana Pembiayaan sebagmimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)

memual kelompols:

a. penerimaan pembiayvaan yang dapat digunakan untuk menutup
defisit APBD; dan

b. pengeluaran pembiayaan vang dapat  digunakan | untuk
memanfaatkan surplus APBD, wvang masing-masing diuraikan
menurut jenis, obyck, dan rincian obyek pembiayaan.

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93

ayal (3) memual Urusan Pemerintahan Daerah yvang dikelola sesuad

dengan tugas dan fungsi SKPD.

Organisast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memual namsa

SKPD selaku PA.

Prestasi kerja yang hendak dicapal schagaimana dimaksud dalam Pasal

93 ayat (3] lerdin dan mmdikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran

Kinerja.

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memuat nama

Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran

berkenaan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memuat nama

Kegialan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran

berkenaan.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Satuan Kerja PMerangkat Daerah

Pasgal 95

TAPT? menyusun dan menerbitkan surat edaran Gubernur tentang

pedoman penyusunan RKA SKPD paling lambat minggu ketiga bulan

Agusius,

Surat edaran sebagaimana dimaksud pada avat {1) mencakup:

4. PPAS yang dialokasikan untuk setiap Program SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan;

b. batas waktu penvampaian REA SKPD kepada PPKIY;

¢. hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
dengan prinsip peningkatan efisiensi, efeldtifitas, transparansi dan
akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka poncapaian
prestasi kerja; dan

d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD,
format RKA SKPD, analisis standar belanja dan standar harga
satuan

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepala SKPD menyusun RKA SKPD sesuai dengan REPD,

KLJA dan PPAS.

RKA SKPD vang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD melalui PPRED untuk

diverifikasi fditeliti.

Berdasarkan verilikasi vang dilakukan oleh TAPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) apabila terdapal ketidaksesuaian maka Kepala SKPD harus

segera melakukan penyempurnaan.

Bagman EKeempat
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah

Paszal 96
RKA SKPD vang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 avat {1) disampaikan kepada TAPD melalii PPKD untuk
diverifikasi.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olch TAPD
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untitk menelaah kesesualan antara RKA SKPD dengan:

a. KUA dan PPAS;
b prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;

¢. dokumen perencanaan lainnya;
d. capalan kinerja;

e. indikator kinerja;

[,  anabsis standar belanja;

g. standar harga satuan;

h. perencanaan kebutuhan BMD;

i. standar pelavanan minimal;

j-  proveksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berkutnya; dan

k. Program dan Kegiatan antar RKA SKFPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada avat (1)

terdapal ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyermnpurnaan.

Pasal 97

PPED menyusun Rancangan Perda tentang APBD dan dokumen

pendukung berdasarkan RKA SKPD vang telah disempummakan olch

kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memual lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. mngkasan APBD menurut Urusan Pemenntahan Daerah dan
organisasi;

¢. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah, organisasi,
Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan;

d. rckapitulasi belanja dan kesesualan menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

e. tekapitulasi Belanja Daersh untuk keselarasan dan keterpaduan

Urusan Pemerintahan Dacrah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan Negara;

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar Piutang Daerah;

dallar penyertaan modal Dacsrah dan investasi Dacrah lainnya;

TR oo
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daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asct tetap Dacrah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asct lain-lain;

L
'
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k. daftar Kegiatan tahun anggaran scbelumnya yvang belum diselesaikan
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;

l. daftar Dana Cadangan; dan

m. daftar Pinjaman Daerah.

(3] Dokumen pendukung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
nota keuangan dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
APBD.

(4] Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBID schagaimana dimaksud
pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdin atas:

4. ringkasan penjabaran APBD vang diklasifikasi menurut kelompok,
jenis, obvek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah, organisasi,
Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rncian obyek
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

c. daftar nama penerima, alamat penenma, dan besaran hibah; dan
daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan

ansial.

Pasal 98
Rancangan Perda tentang APBD vang telah disusun olech PPED disampaikan
kepada Gubernuar,

BAB V
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 99
(1) Gubernur wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertal
penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRPB paling lambat 60
(enam puluh) han sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakbor untuk
memperoleh persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRPB.
(2) Dalam hal Gubermar tidak mengajukan Rancangan Perda ftentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi admimistratal
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100
Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh
(jubernur dan DPRPE setelah Gubernur menyampaikan Rancangan
FPerda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung scsuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pembahasan Rancangan Perda tenlang APBD sebagmimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada REPD, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Dacrah Tenlang Angparan Pendapatan

Dan Belanja Daerah

Pasal 101
Gubernur dan DPRPB wajib menyetujui bersama Rancangan Perda
lenilang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tabun
anggaran setiap tahun.
Berdasarkan perseiujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Cubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur fentang
Pemjabaran APTD.
Dalam hal DPRPB dan Gubernur tidak menyetujui bersama Rancangan
Perda tentang APBD dalarmn 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun
anggaran secliap lahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
dikenai  sanksi  administratif  sesual dengan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangarn.
Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Gubernur terlambat
menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRPB dan
jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 avat (1), sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kcpada
anggola DPRPE.

Pasal 102
Dalam hal Gubermur dan DPRPE tidak mengambil persctujuan borsama
dalam wakta 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Perda
tentang APBD oleh Gubernur kepada DPRPB, Gubernur menyusun
Rancangan Peraturan Gubermnur tentang APBD paling tinggi sebesar
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angka APBD tahun anggaran scbelummnys.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) diprioritaskan untuk bclanja yang bersifat mengikat dan

belanja yang bersifat wajib.

Angka APBD tahun anggaran schelumnya sebagaimana dimaksud pada

ayal [1) dapat dilampaui apabila terdapat:

a. kebijakan pemerintah vang mengakibatkan tambahan pembebanan
pada APBD; dan/atau

b. kcadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesual dengan

ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 103

Rancangan Peraturan Gubernur tenlang APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 102 avat (2) memuat lampiran yang terdin atas:

.,

o
C.
d

ringkasan APBD;

ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;

ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
rinclan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi,
Program, kegiatan, kelompolk, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurul  urusan  pemerintaban
Dacrah, organisasi, Program, dan kegiatan;

rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan  keterpaduan urisan
pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

daftar jumlah pegawa per golongan dan per jabatan;

daftar piutang Dacrah;

daftar penyertaan modal Daerah dan mvestas: Daerah lainnys;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asef lain-lain;

daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum  disclesaikan
dan dianggarkan kembali dalam lahun anggaran mi;

daftar Dana Cadangan;

dafltar Pinjaman Daerah;

daftar nama penenma, alamat penernma, dan besaran hibah; dan

daftar nama penerima, alamal penenimsa, dan besaran bantuan sosial.
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Pasal 104

Rancangan Peraturan Gubernur sehagaimana dimaksud dalam Pasal 102
ayat (2) dapal ditetapkan menjadi Peraturan  Gubernur setelah
memperolch pengesahan dari Menteri.

Untuk memperoleh pengesahan schbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD beserta lampirannya
disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitlung sejak DPRPB
tudak mengambil keputusan bersana  dengan Gubernur terhadap
Rancangan Perda tentang APBD.

Apabila dalam batas walktu 30 (oga pulub) han Menten udak
mengesahkan Rancangan Peraluran Gubernur sebagaimana dimalksud

pada ayat (1), Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Gubernur

menjadi Peraturan Gubernur.

Pusal 105
Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Gubernur
melaksanakan pengeluaran sctiap bulan paling tinggi sebesar

seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
Pengeluaran setiap bulan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi
hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kctiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Rancangan
Anggaran Dan Pendapatan Belanja Dacrah

Pasal 106

Rancangan Perda tentang APBD wang telah disctujul bersama dan
Rancangan Peraturan Gubernur ientang Penjabaran APBD disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
persctujuan Rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi scbelum
ditetapkan oleh Gubernur.

Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubcrnur
tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertad
dengan REKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Gubermur dan
DPHPE.
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Pasal 107
Penvempurnaan hasil evahiasi sebagaimana dimaksud dalam 106 ayat
(1) dilakukan Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRPB melalui
badan anggaran.
Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan pimpinan DPRPR.
Keputusan pimpinan DPRPB schbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
Keputusan pimpinan DPRPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
Keputusan pimpinan DPRPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bari sctclah

keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Dan Peraturan Gubernmar Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Dacrah

Pasal 108
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraluran Gubernur
tentang Penjabaran APBD vang telah dicvaluasi ditetapkan oleh Gubernur
menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Gubemur tentang
Penjabaran APBD.
Penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraluran
Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat tanggal 31 Descmber tahun sebelumnya.
Gubernur menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) han
sctelah Perda dan Peraturan Gubernur ditetapkan.
Dalam hal Gubernur berhalangan, pejabat yang berwenang menetaphkan
Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
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BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 109

Scmua Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah dianggarkan dalam APBD
dan dilakukan melalui Rckening Kas Umum Daerah yvang dikelola oleh
BUD.

Dalam hal Penerimaan dan Pengcluaran Dacrah scbagaimana dimaksud
pada avat (1) sesuai peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Pasal 110
PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengecluaran, dan orang
atau badan yvang menerima atau menguasai uang/kckayaan Daerah
wajib menyelenggarakan penatausahasn sesua dengan  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan sural bukii vang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran alas pelaksanaan APBD  bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat vang timbul dari penggunaan surat bukti
dirnaksud.,
Kebenaran material schagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan
kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban
APBD sesual dengan kewenangan Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 111

Gubernur dan Perangkat Daerah dilarsng melakukan pungulan selain dari
vang diatur dalam Perda, kecuah ditentulan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Penerimaan Perangkat Daerah yvang merupakan Penerimaan Daerah tidak

dapat dipergunalkan langsung untuk pengelusran, kecualh ditentuksn Iain
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1) Setiap Pejabal dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran
tersebut tdak lersedia atau tidak cukup tersedia.

(2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau
dolkumen lain vang dipersamakan dengan SPI.

(3) Gubernur dan Perangkat Daerah dilarang meclakukan pengeluaran atas
Beban APBD untuk tujuan lain dari vang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 114
(1) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yvang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. pejabat yang diberi WEWENANg mengesahkan sursl
pertanggungjawabarn;
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP20D;
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu; dan
g, pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
(2) Keputusan Gubernur tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan scbelum dimulainya tabun anggaran yang

berkenaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Kas Umum Dacrah

Pasal 115
(1) Dalam rangks pengelolaan uang Daerah, PPED sclaku BUD membuka
Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum vang sehat.
(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
{3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat
dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
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Pasal 116
Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.,
Rekening penerimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk menampung Penerimaan Dacrah setiap har.
Rekening pencrimaan sebagaimanea dimaksud pada ayat (1) diopcrasikan
sebagai rckening bersaldo  nihil  yang seluruh penenmaannya
dipindahbukukan ke Rckening Kas Umum Daerah paling sedikit sckah
schari pada.
Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3]
secara leknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat
dilakukan secara berkala yang ditetaplkan dalam Peraturan Gubernur.
Rekening pengeluaran schagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan
sebagai rekening yang menampung pagu duna untuk membiayai kegiatan
Pemerintah Dacrah sesuai rencana pengeluaran, wvang besarannya
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening
pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan
atas perintah BUD.

Pasal 117

Kepala SKPD dapat membuka rekening penerimaan pada bank umum
yang ditetapkan oleh Gubermur dan melaporkan rekening dimaksud
melalii BUD untuk ditetapkan oleh Gubernur.

Gubernur dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka
rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubermnur pada
hank umum untuk menampung UP.

Kepala SKPD dapat membuka rekening pengcluaran pada bank wmum
vang ditetapkan oleh Gubernur dan melaporkan rekening dimaksud
melalui BUD untuk ditetapkan oleh Gubernur.

Pazsal 118

Pemerintah Dacrah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/alau imbalan

lainnva atas dana yvang disimpan pada bank berdasarkan tingkat sulku bunga

dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 119
Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan
sesuai dengan ketentian peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

(1] Dalam rangka manajemen  kas, Pemerintah Dacrah  dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek alas uang
milik Daerah yang sementara belum digunakan scpanjang tidak
mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas
pelayvanan publik.

(2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek scbagaimana dimaksud ayat
(1} harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31
Desember.

Bagian Ketiga
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 121

(1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKFD agar menyusun dan
menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD difetaplaan.

(2] Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
Sasaran vang hendak dicapai, fungsi, Program, Keglatan, anggaran yang
disedinkan untuk mencapai Sasaran tersebut, rencana penerimaan
dana, dan rencana penankan dana sctiap satuan kerja serta pendapatan
vang diperkirakan.

(3] Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun
kepada PPKD paling lambat 6 f{enam)} hari setelah pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 122
(1} TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala
SKPD yang bersangkutan,
(2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) disclesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya
Peraturan (rubernur tentang Penjabaran APBD.
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Berdasarkan hasil verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), PPEKD
mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan
Sekretanis Daerul.

Dalam hal hasil verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tdak
sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, SKPD
melakukan penycmpumnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh
PPKD dengan persctujuan Sekretaris Dacrah.

DA SKPD vang telah disahkan schbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan dan kepada
satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan Daerah
paling lambat 7 [tujuh) hari sejak tanggal disahkan.

DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan
scbagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

Bagan Keempat
Anggaran Kas Dan Surat Penyediaan Dana

Pasal 123

PPKD sclaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Dacrah untuk
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

Anggaran Kas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan
arus kas masuk yvang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus
kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam
setiap periode.

Pasal 124
Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD  dengan
mempertimbangkan:
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
¢. penjadwalan pembavaran pelaksanaan anggaran yang tercantum
dalam DPA SKFD.
SPD schagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD
untuak ditandatangani oleh PPKD.
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Pa=sal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan
Angearan Kas dan SPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan Pasal
124 diatur dalam Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menten

Dalammn Negeri.
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Bagan Kelima
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 126
Bendahara Penerimaan wajib menyetor schiruh penerimaannya ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 {salu) hari.
Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi, dan kclerbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisa
objeltif lainnya, penycloran penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat meclebihi | (satu) hari yang diatur dalam Peraturan
Gubernur.
Sctiap penerimaan harus didukung olch bukt yang lengkap dan sah atas
setoran.
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dapal meliputi dokumen
elektronik.
Penyetoran pencrimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan surat tanda sctoran.

Pasal 127

Penyetoran penerimasan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
126 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
Penyctoran scbagaimana dimalksud pada ayat (1) dianggap sah setelah
Kuasa BUD mencrima nota kredit atau dokumen lain vang dipersamakan.
Bendahara Penerimaan dilarang menyvimpan uang, cek, atau surat
berharga vang dalam penguasaannya:
a, lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 126 ayal (2); dan/atau
b. atas nama pnibadi.
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Pasal 128
Rendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi langgung jawabnya.
Bendahara Penerimaan pada SKPD  wajib  menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
Bendahara Pencrimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.
PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan scbagaimana dimaksud pada ayal {3)
dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 129
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daecrah yang sifatnya berulang
dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakulkan
dengan membebuankan pada rekening pencrimaan yang bersangkutan.
Pengembalian atas kelebihan Pencrimasn Daerah yang silatnya tidak
berulang vang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersanghkutan.
Pengembalian atas kelchbihan Penerimaan Daerah yang sifatnva tidak
berulang vang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 130

Setiap pengeliaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan
schelum Rancangan Perda tenlang APBD ditetapkan dan diundanghkan
dalam Lembaran Dacrah.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ldak lermasuk
pengeluaran keadaan darursl dan/atau keperluan mendesak sesual

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 131
Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD
dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalu PPE
Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yvang dipersamakan
dengan SiPD.
Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran
Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembaniu melahul
PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas:

a. 8PP UP;
h. SPPGU;
¢c. SBPPTU;dan
d. SPP LS.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdin atas:
a. SPPTU; dan
h. SPP LS.

Pasal 132
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagmmana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.
Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan
melampirkan Keputusan Gubernur tentang Besaran UP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan
dokumen asli pertanggungiawaban penggunaan UP.

Pasal 133
Bendahara  Pengeluaran  atan  Bendahara Pengeluaran  pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifal
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mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/fatau SPP UP/GU.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dan PPED

dengan memperhatikan rinclian kebutuhan dan wakitu penggunasnnya

diletapkan dengan Peraturan Gubernur.

Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU

disetor ke Rekening Kuas Umum Daerah.

Keteniuan batas waktu penyetoran sisa TU scbagaimana dimaksud pada

ayat (3) dikecualikan untuk:

a. Kegiatan vang pelaksanaannya melebihi 1 {satu) bulan; dan/atan

b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat penstiwa di luar kendal PA/KPA.

Pengajuan SPP Tl sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampin dengan

daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 134

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk pembayaran:
a. gaji dan lunjangan;
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan
jusa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan
olch Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpabhkan
sebaglan kewenangannya kepada KPA.

Pasal 135
Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayvatl (1) huruf b oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakuukan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditcrimanya tagihan darn pihak ketipgs
melalui PPTE.
Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaralan yang

ditetapkan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136
Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
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ayval (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM UP.

Berdasarkan pengajuan 3PP GU scbagmmana dimaksud dalam Pagal
132 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telab digunakan
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan 3PM GU.

Berdasarkan pengajuan SPP TU scbagaimana dimaksud dalam Pusal 132
ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM TU.

Pasal 137

Berdasarkan SPP L3 wvang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran pembantu scbagaimana dimaksud dalam Pasal
134 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan

dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
c. ketersediaan dana vang bersangkutan.
Berdasarkan hasil wverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melahai
penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
Dalam hal hasil verifikasi tUdak memenuhi syvarat, PAJKPA f©idak
mcnerbitkan SPM LS.
PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada avat (3) paling lambat 1
[satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 138
Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM vang diterima dan
PA /KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2
(dua) hari sejak SPM ditenima.
Dalam rangks penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. mencliti kclengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
b. menguji kebenaran perhitungan lagihan atas Beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;
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c. menguji ketersediaan dana Kegiatan vang bersangkutan; dan
d. memermtahkan pencairan dana sebagal dasar Pengeluaran Dacrah.
(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
a. tdak dilengkapi Sural Permyalaan Tanggung Jawab PAJKPA;
dan /atau
b. pengeluaran tersebul melampaw pagu.
(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung
sejak diterimanya SPM.

Pasal 139

(1) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:

a. mencht kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA/KFPA beserta bukti transaksinva;

b. mengujli kebenaran perhitungan tagihan vang tercantum dalam
doltumen pembayaran; dan

c. mengun ketersediaan dana vang bersangkutan.

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu  wajib
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.

{3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu berlanggung
jawab sccara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 140
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib
pungul Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum
Negara.

Pasal 141
PAJKPA dilarang menerbitkan SPM yang membebam tahun anggaran yang
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 142
(1) Bendahara Pengeluaran SECAra administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
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melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKID
wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan vang
yang menjadi tangoung jawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  pengcluaran  kepada PPKD selaln BUD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban  pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur.

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran pembantu secara fungsional schagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan selelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA,

Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
perfanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan
paling lambat tanggal 31 Desember,

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pembiayaan Dacrah

Pagal 143

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan  pengeluaraan
Pembiayaan Dacrah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Penerimaan  dan  pengeluaraan  Pembiayasn Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melahii Rekening Kas Umum Daerah.
Dulam hal penerimaan dan pengeluaran  Pembiayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentusn Peraturan
Perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan pencrimaan dan

pengeluaran Pembiayaan Dacrah tersebut.

Pasal 144

Keadaan yvang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam

tahun anggaran berjalun untuk:

d.

b.

menutup defisit angparan;
mendanai  kewajiban  Pemerintah  Daerah yang  belum  ftersedia

ANgEarannya;
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membayvar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Dacrah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan ATBD;
melunasi kewajiban bungs dan pokolk Utang;

mendanal kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya
kebijalkan Pemerinlal;

mendanai Program dan Kegiatan yang belum terscdia anggarannya;
dan /atau

mendanai Keglatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan darn
vang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang
dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran
dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 145
Pemindahbukuan dar rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan berdasarkan reneana penggunaan Dana Cadangan
sesual peruntukannya.
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah
Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tenlang
pembentukan Dana Cadangan yang bersanghkutan mencukupi.
Pemindahbukuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2] paling tinggi
sejumlah  pagu Dana Cadangan yang akan digunakan scsumi
peruntukannya pada tahun anggaran yang berkenaan scsual dengan
yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan oleh BUD/Kuasa BUD alas persctujuan
PPKD.

Pasal 146
Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dane Cadangan dalam
tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetaplean
dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
Alokasi anggaran schagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan
dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
surat perintah BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPRD.
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Pasal 147

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD
berkewajiban untulk:

.

(1]

2]

meneliti kelengkapan perintah pembayaran vang diterbitkan oleh kepala
SKEPKED;

menguji  kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan  yang
tercantum dalam perintah pembayararn;

menguji ketersediaan dana yvang bersangkutan; dan

menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran

Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 148

Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Keglatan yang meliputi
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunisen,
pemanfaatan, pengamanan dan pemelibaraan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan Perda tentang Pengelolaan BMD sesuzi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Bagian Kesala

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(1)

(2]

Pasal 1449
Pemerintah Daerah menvusun laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
DPRPE paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
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Bagian Kedua
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 130

Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 149 menjadi dasar perubahan APBL.

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dapat dilakukan

apabila terjadi:

a. perkembangan vang tidak sesual dengan asums: KUA;

b. keadaan vang menyebabkan harus dilalkukan pergeseran anggaran
antar organisasi, anlar umil orgamsas;, anlar Program, aniar
Kegiatan, dan antar jenis belanja;

¢. keadaan wvang menycbabkan SiILPA tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran herjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau

¢. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

IPerubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan

Prioritas Dan Plalon Anggaran Sementara Perubahan

Pasal 151
Perkembangan vang tidak sesum dengan asumsi KUA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
b. pelampauan atau tidak tercalisasinya alokasi Belanja Daerah;
dan /atau
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
Gubernur memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan
perubahan KUA scria perubahan PPAS berdasarkan perubahan REPD.
Dalam rancangan perubahan KUA scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai penjelasan mengenal perbedaan asumsi dengan KUA yang
ditetapkan sebelumnya.
Dalam rancangan Perubahan PPAS scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
diserial penjelasan:
a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam
perubahan APBD  dengan mempertimbangkan  sisa waktu
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pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

b. capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi
dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

¢. capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus
ditingkalkan dalam perubahan APBD apabila melampaul asumsi
KUA.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 152

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi,
antar Program, antar Kcgatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja,

dan/atau antar rincian obyek belanja.

i

(2]
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Pasal 153

Pergescran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
Pergeseran anggaran antar obyck belanga, dan/atau antar rincian obyck
belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dilakukan melahi
perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian
obyck belanja dalam obyek belanja sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Gubernur.
Pergescran anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
Perubahan Peraturan Gubcrnur tentang Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Perda
tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi
anggaran.
Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran
apabila:
a. tidak melakukan pecrubahan APBD; atau
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan

APBED.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergescran anggaran diatur
dalam Peraturan Gubernur scsuai dengan ketenluan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pa=sal 154

Penggunaan SiLPA  tahun scbelumnya untuk pendanaan pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huraf diformulasikan
terlehih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau REA SKEPD.

(1]

(€l

(1]

(2)

(2

Bagian Keenam

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 155
Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan
darurat yang belum tersedia anggarannya schagsimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.
Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam
hal Pemecrintah Dacrah tidak melakukan perubahan APBD maka

pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 156

Perubahan APBD hanva dapal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan Iuar biasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huraf c.

Keadaan luar bissa sebsgnimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keadaan vang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran
dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
(lima puluh per seratus).

Kelentuan mengenai perubahan APBD akibal keadaan luar biasa



(1)

(2}

(L)

(2]

(1)

el

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur

sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Dalam hal keadasn luar biasa yang menyvebablkan eslimasi penerimaan
dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2] dapat dilalukan
penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran
Kinerja Program dan Kegiatan dalam lahnin anggaran berkcnaan.

Dalam hal keadaan liar biass yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalarn APBD mengalami penurunan lebih dard 50% (lima puluh
perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dapat
dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran
Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pazal 158

Rancangan perubahan EKUA dan rancangan perubahan PPAS
schagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) disampaikan kepada
DERPE paling lumbat minggu pertams bulan Agustus dalam tahun
anggaran yang berkenaan.

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibehas bersama dan disepakati
menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu
kedua bulan Agustus dalam {ahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 159
Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah discpakati Gubernur
bersama DPRPB scbagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2)
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun REA SKPD.
Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) disampaikan kepada Perangkat Daerah discrtai dengan:
a. Program dan Kegiatan baru;
b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
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¢. batas waktu penyvampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau

d. dokumen scbagai lampiran melipuli kode rekening perubahan APBD,
format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan
dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang
dibutuhkan.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling

lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 160
Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan
perubahan PPAS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat {(2).
RKA SKPD sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKD scbagal bahan penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan
APBD.

Pasal 161

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan REA  SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

(1]

(2)

143

(1]

(<)

Pasal 162
DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159
avat (2) hurul b berupa peningkatan atau penglurangan capaian sasaran
kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan
Kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam
perubahan DPA SKPD.
Perubahan DPA SKPD memual capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis,
obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum
dilakukan perubahan maupun sctelah perubahan.

Pasal 163
RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA
SKPD vang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun
oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
Verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD
untuk menelaah kesesualan antara REKA SKPD dan pcrubahan DPA
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SKPD dengan:

a, perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
b. Prakiraan Maju yang telah disetajui;
c. dokumen perencanaan lainnya;

d. Capaian Kinerja;

e, Indikator Kinera;

. analisis standar belanja;

. standar harga satuan;

h. perencanaan kebutuhan BMT,

1.

3.

Standar Pelayanan Minimal; dan
Program dan Kegiaian antar RKA SKPD dan perubahan DPA SEPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 164

PPKD menyusun Rancangan Perda lentang Perubahan APED dan
dokumen pendulung berdasarkan REA SKPD dan perubahan DPA SKPD
yang lelah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdin atas:

da.

Fow
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ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan
organisasi;

rncian APBD menurut urusan pemerintahan Dacrah, organisasi,
Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

rekapitulasi Belanja Dacrah dan kesesuaian menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
rekapitulasi Belanja Dacrah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan Pemerintahan Daersh dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

daftar jumiah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar Piulang Daerah;

daftar penvertaan modal Daerah dan investasi Daerah Lannya,

daftar perldraan penambahan dan pengurangan asel letap Daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain laing

daftar Hegialan ahun anggaran scbelumnya yang belum diselesaikan
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dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;

1. daftar dana cadangan Daerah; dan

m. daftar Pinjaman Dacrah.

(3} Dokumen pendukung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas
nota keuangan dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Perubahan APBD.

(4] Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APED
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit
terdin atas:

a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut,
jenis, obwvek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan;

b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah,
organisasi, Program, EKegiatan, jemis, obyek, rincian obyck
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

c. daftar nama pencrima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan

d. daftar nama pencrima, alamat penerima, dan besaran bantuan

sosial.

Pasal 165
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPRD
disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kesembilan
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 166
Gubernur wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APED
kepada DPRPB disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas

dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambatl minggu kedua
bulan September ahun anggaran berkenaan.

Pagal 167
(1) Pembahasan Rancangan Perda lentang Perubahan APBD dilaksanakan
oleh (Gubernur dan DPRPB setelah Gubermur menyampaikan Rancangan
Perda tentang Perubahan APBD beserta penjelasan dan  dokumen
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pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
{2) Pembahasan Rancangan Perda tenlang Perubahan APBD berpedoman
pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh
Persetujuan Rancangan Peraturan Dacrah Tenlang Perubahan Anggararn
Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 168

(1) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan
APBD dilakukan oleh DPRPB bersama Gubernur paling lambat 3 (Uga)
bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir.

{2) Dalam hal DPRPB sampai batas waktu scbagaimana dimaksud pada ayal
(1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Gubernur meclaksanakan
pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran
berkenaan.

(3] Penetapan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan sctelah
ditetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

tahun scbelamnya.

Bagian Kesebelas
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tenlang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 169

{1} Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disctujpul bersama
dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan
APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) han sejak
tanggal persetujuan Rancangan Perda temlang Perubahan APBD untuk
dievaluasi sebelham ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Rancangan Perda tenlang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan
jubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan perubahan REPD, perubshan KUA, dan
perubahan PPAS yang disepakati antara Gubernur dan DPRPE.

(3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang
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Perubahan APBD dan  Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, Perubahan
PPAS, dan RPJMD, Gubermmur bersama DPRPE mclakukan
penyempurnasn paling lama 7 {tujub) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 170
Penyempurnaan hasil evaluasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 169
ayat (3} dilakukan Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRPB
melalui badan anggaran.
Hasil penyempurnaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan
dengan Keputusan Pimpinan DPRPB.
Keputusan pimpinan DPRPB  schbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD.
Keputusan pimpinan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
Keputusan pimpinan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan paling lambat 3 (tga] han selelah keputusan tersebut
ditetapkan.

BARE VI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 171
Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
L. SAPD; dan
c.  BAS untuk Daecrah, sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 172
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimensa dimaksud dalam
Pasal 171 ayal (1) huruf a, meliputi kebijakan alkuntansi pelaporan
keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayval (1) memuat penjclasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi scbagai panduan dalam penyajian pclaporan keuangan.
Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur
definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan
transalcsi atan peristiwa sesuail dengan SAP.

Pasal 173
SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b, memuat
pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi
transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar,
penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.
Penyajian lapuran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit melipuri:

a. laporan realisasi anggaran;

h. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
£,  Teracy;

d. laporan opecrasional;

e, laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan alas laporan keuangan.

SAPD schbagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi sistem alountansi
SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Pasal 174

BAS untuk Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huraf
¢ merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan
kodefikasi akun vang menggambarkan struktur APBD dan laporan
keuangan secara lengkap.

BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan kcuangan secara
nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah, vang meliputi pengangearan, pelaksanaan anggaran
dan laporan keuangan,
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(3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan
dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat.

Bagan Kedua
Pelaporan Keuangan Pemernntah Daerah

Pasal 175

(1} Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan
dan penyajian laporan keuangan Pemeriniah Daerah oleh  entitas
pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku
entitas akuntansi.

{2} Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA scbhbagai Entitas Akuntansi
paling sedikit meliputi:

a.  laporan realisasi anggaran,

b. neracs;

¢. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas; dan
€. catatan atas laporan keuangan

(3] Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Gubernur melalul PPEKD paling lambat 2 {dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 176

1) Laporan Kcuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 175 ayal (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD sclalku PPED
sebagai Entitas Pelaporan untuk disampaikan kepada Gubernur dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

{2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit meliputi:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

mop g0 T

laporan perubahan ekuitas; dan
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g. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada avat
(1) disampaikan kepada Gubermur melalsi Sekretaris Daerah paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177
Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 176 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal
pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
scbelum  disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
dilakukan permeriksaan.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayvai
(1) disampaikan kecpada Badan Pemeriksa Keuangsn paling lambat 3 (tiga)
bulan sectelah tahun anggaran beralhir.
Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada
ayal (2] disclesaikan selambat-lambatnya 2 [dua) bulan sctelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Dacral.
Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan
keuangan dan Pemerintah Daerah, Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRPB.

Pasal 178

Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Kcuangan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat

(1)

(L)

2

Pasal 179

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan
Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan
dan semesteran untuk disampaikan kepads Gubernur melalui PPKD
sesual dengan ketentuan peraturan perandang-undangan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan
Daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan
dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan Menteri yvang
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menyelenggarakan urusan pemcerintahan di bidang keuangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAD IX
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 180
(Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRPB dengan dilampiri laporan keuangan
yvang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan scria ikhUsar
laporan Kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambal € (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Rancangan Perda tentang Perfanggungjawaban Pelaksanaan AFED
sehagaimana dimaksud pada ayvat (1) dibahas Gubernur bersama DPEPBE
untuk mendapal persetujuan bersama.
Persctujuan bersama Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
Atas dasar persetujuan bersama schagaimana: dimaksud pada ayat (3),
Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubermur tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 181

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED yang
telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada
Gubernur paling lambat 3 (liga) hari terhitung scjak tanggal persetujuan
Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubermur,

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda
tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan telab
menindaklanjuli temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, Gubernur menetapkan Rancangan Perda tersebut menjadi
Perda.
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Dalam hal Gubernmir menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda
tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan tidak
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, Gubernur bersama DIPRPE melakukan penyempurnaan paling
lama 7 {tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 182
Dalam hal dalam waktu 1 (salu} bulan sejak dilermanys Rancangan
Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Gubernur,
DPRPB tidak mengambil kepulusan bersama dengan Gubcrnur terhadap
Rancangan Perda lentang Perlanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
CGubernur menyvusun dan menetapkan Perafuran Gubernur tentang
Pertangpungjawaban Pelaksanaan APBD.
Rancangan Peraturan Gubernur scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri.
Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
rancangan Peraturan  Gubernur  tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan palng lambal 7
{tujuh} hari terhitung scjak DPRPB lidak mengambil keputusan bersama
dengan Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Dalam hal dalam balas waktu 15 (lima belas) hari Menten tidak
mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur scbagaimana dimaksud
pada ayat (3}, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan CGubernur
tersebut menjadi Peraturan Gubernur.

BAB X
KEEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah

Pagal 183
Setiap pejabat vang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja,
dan kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan lepal waktu.
Pemerintah Dacrah mempunyai hak mendabuhi atas piutang jenis

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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[3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat
walktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangat.

(4) Penyclesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdala dapat
dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang
cara penyelesaiannya sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan.

Pazal 184

Piutang Dacrah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari

pembukuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

mengatilr mengenai penghapusan piutang Negara dan Daerah, kecuali
mengenai Piutang Daerah vang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185
Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  penvelesaian Piulang Daerah vang
mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183
ayat (4] dan penghapusan Piutang Daerah schagaimana dimaksud dalam
Pasal 184, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Dacrah

Pasal 186
Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperolch

manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 187
Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegialan pengelolaan BMD  sesuai
dengan kelentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kecmpat
Pengelolaan Utang Daerah Dan Pinjaman Dacrah
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Pasal 188
Gubernur dapat melakukan pengelolaan Utang scsuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan.
Gubermur dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peratiuran
perundang-undangan.
Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.
BARB X1
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 189
Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyvarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam rangks meningkatkan pelayanan kepada masyarakat scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan kebijakan fleksibilitas
BLUD dalam Peraturan Gubernur vang dilaksanakan oleh pejabal
pengelola BLUD.
Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam
pemberian Kegiatan pelayanan umum teritama pada aspek manfaat dan
pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 190

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat

(1) meliputi:

.
b.

(1)
(2

penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum:

pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau
layanan kepada masyarakat; dan/atau

pengelolaan  wilayah /kawasan  tertentu  untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 191
BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola
untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuaj
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dengan kelenluan peraturan perundang-undangan.
(3) BLUD menyusun rencana hisnis dan anggaran.

{4} Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 192
Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan telnis
EBLUD dilakukan olech kepala SKPD yvang bertanggung jawab atas Urnsan
Pemerintahan yang bersanghkutan.
Pasal 193
(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai
belanja BLUD yvang bersangkutan.
(2} Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput
pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan
BLUD sesuai kebutuhan,

Pasal 194
Rencana bismis dan anggaran serls laporan keusngan dan Kinerja BLUD
disusun dan disajikan sebagai bagian vang tidak terpisahkan dar rencana
kerja dan anggaran, APBD scrta lapuran keuangan dan Kinerja Pemerintah
Daerah.

Pasal 195
Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Gubernur
vang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAR XII
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 196
Setiap kerugian Keuangan Daerah yvang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian sescorang wajib scgera disclesaikan sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197
{1} Betiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya,
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baik langsung atau tdak langsung merugikan Keuangan Daerah wajib
mengganti kerugian dimaksud.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian kerugian Dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB XII1
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 198

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan

diumumkan kepada masyarakat.

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling

sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan angearan, dan

laporan keuangan.

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk:

a. membantu Gubernur dalam menyusun anggaran Dacrah dan laporan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Keuangan
Daerah;

c. membantu Gubernur dalam melakukan evahiasi Kinerja Keuangan
Daerah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

c. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

L. mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Daerah;
dan

g melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Informasi Keuangan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat {2) harus

mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri

dan menleri vang menyvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

Pasal 199

Dalam hal Gubernur tidak mengumumkan informasi Keuangan Daerah
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sebagnimana dimaksud dalam Pasal 198 avat (1) dikenai sanksi administratif

sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 200

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daecrah kepada Peranghkai Dacrah.

(1)

(2}

(1)

(]

(1)

(2]

(3]

Paszal 201

Pembinaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dilakukan dalam
bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian
dan pengembangan.

Pengawasan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 200 dilakukan dalam
bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk
pengawasan lainnya scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 202

Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Dacrah yang ekonomis, cfcktif,
efisien, transparan, dan akuntabel, Gubernur wajib  melakukan
pengendalian internal atas penyclenggaraan Kegiatan pemerintahan di
Daecrah.

Kelentuan mengenal penyelenggaraan sistem pengendalian  internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangar.

Pasal 203
Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penerapan sstem  pemerintahan  berbasis  elektronik  sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan
dengan kondisi dan/alau kapasitas Pemerintah Dacrah.
FPemerintah Daerah wajib mcnerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintcgrasi
paling sedikit meliputi:
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penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah
Daerah;
peoyusunan rencana kega SKPID:

pPCNyUSUNAan AngRaran;
pengelolaan Pendapatan Dacrah;

pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah:
akuntansi dan pelaporan; dan
pengadaan barang dan jasa.
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BAaB XV
KETENTUAN PENUTLIP
Pasal 204

Pada saal Peraluran Dacrah il mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku,
I’asal 205

Peraturan Daerah 1mi mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Provinsi Papua

Barat.

Ditetaplkan di Manokwari
pada tanggal 24 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manoclkwari
pada tanggal 25 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
CAP/TTD

DANCE SANGKEK
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (15-243/72022).

Dr. Roberth K& H: ar, S.H., M.Hum., MM_ CLA
Pembina Utama Madya

NIP. 196508181992031022
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PEN.JELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAI PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang
Pemmerintahan  Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan
Pemerintashan Daerah dalam rangka menjawab permasalaban vang terjadi
pada Pemernintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah vang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan
Dacrah telah memberikan dampak yang culup besar bagi berbagai peraturan
perundang-undangan  yang mengatur mengenai  Pemerintahan Daeruh,
termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah, pengaluran mengenai Pengelolaan Keuangan
Daerah  juga mengacu pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan
lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tshun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang- Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disusun untulk
menyempumakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah. Bahwa penyempurnasn pengaturan  tersebut juga
dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah vang
baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipaltil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka
disusun Peraturan Daerah (entang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk
menggantikan Peraluran Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan  Keuangan Daerah yang disusun  berdasarkan Peraturan
Pemernintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
maka Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanasn dan
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan perlanggungjawaban
keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanasn dan penganggaran dalam  Pemcrintahan Daersh
menggunakan pendekatun Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser
penckanan penganggaran dar yang berfokus kepada pos belanja/
pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.
Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatsn ini akan mempermudah
Pemerintah  Daerah dalam melalukan pengukuran  Kinerja dalam
pencapalan tujuan dan Sasaran pelayanan publik, Karalkteristik dari
pendekalan  ini  adalah  proscs untuk  mengklarifikasikan  anggaran
berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang
telah  terkelompoklan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang
berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kincrja dengan cara terlehih
dahulu membuat indikator yvang relevan.

Peraturan Dacrah ini menentukan proses penvusunan APBD, dimulai dari
pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD
oleh masing-masing SKPD. REA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk
membuat Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran APBD. Rancangan Perda dan Rancangan
Peraturan Gubernur yang telah disusun oleh Gubernur kemudian diajukan
kepada DPRPE untuk dibahas sehingga tercapai kescpakatan bersama.
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur terschut
kemudian diajukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai wakil Pemerintah
Pusal guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan Rancangan
Peraturan Daecrah dan Rancuangan Peraturan Gubernur sudah sesuai
dengan dolumen yang mendulkung, dijadikan dasar oleh Gubernur untuk
menelapkan Rancangan Peraluran Daerah menjadi Peraturan Daerah
tentang APBD dan Kancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA,
namun dalam proscs pembahasan anggaran yang tefjadi selama ini di
Pemerintahan Daerah lebih [okus pada jumlah usng yvang dikeluarkan
dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil {outcome) yang akan dicapai.
Sebagaimana telah dijelaskan dialas bahwa penganggaran pendekatan
Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil [outcome] dari
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Kegiatan. Hal ini terjadi akibat kurangnys informasi tentang Keluaran
[output) dan Hasil (outcome)] dalam dokumen penganggaran vang ada. Oleh
karena itu, Peraturan Daerah ini menycmpurnakan pengaturan mengenai
dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen
penganggaran  vang diharapkan mampu meningkatkan  kualitas
penganggaran  berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara
percncanaan dan penganggaran yang sclama ini masih belum tercapai.

- Pelaksanaan dan Penatausahaan

Froses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus
memperhitungkan Kinerja vang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini
harus sejalan dengan indikator Kinerja vang sudah disepakati dalam
dokumen AFPBED. Dengan demikian, anggaran vang direncanakan bisa
sgjalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses
pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Daerah ini jugs mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD,
sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit
SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab
pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yailu
penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Dacrah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara
sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak
beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pernisahan tugas
antara pihak yang melakukan otorisasi, pilhak yang menyimpan uang, dan
pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Daerah
ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah tefgadinya kecurangan
selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal
Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi
antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir schingga
bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan
basis yang baru untuk Pemerintah Daerah schingga dukungan dan kera
sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk
menciptakan kesuksesan pencerapan basis akuntasi akrual.

;. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Dacrah diwujudkan dalam bentuk laporan
keunangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan
transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan perianppungjawaban
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Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus
dibuat oleh Pemerintah Daerah yailu, neraca, laporan realisasi anggaran,
laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan
perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan,
Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah
Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual,
Pemberlakuan  abuntansi berbasis alrual ini merupakan tantangan
tersendiri bagi sctiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal vang
dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya vaitu sumber daya
manusia,

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Juga berupa laporan rcalisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa
melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya, Selain itu, laporan ini
juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proscs perencanaan
hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melahai
laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki
untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun
benkutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan
pertanggungiawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini, Pemerintah Dacrah diharapkan mampu menciptakan sistem
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuail dengan keadaan dan kebutuhan
dengan tctap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
serta meninjau sistem lersebut secara terus menerus dengan tujuan
mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah vang efektil, efisicn, dan
transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hural ¢



Cukup jelas.

Huruaf d

Cukup jelas.

Hurul &

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayal (1)

Yang dimaksud dengan "tertib" adalah Kcuangan Daerah
dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung
denganbukti  administrasi  yvang dapat dipertanggung
jawabkan.

Yang dimaksud dengan "efisien” adalah pencapaian Keluaran
vang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan
masukan terendah untuk mencapal Keluaran tertentu.

Yang dimaksud dengan ‘"ekonomis® adalah perolehan
masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat
harga vang terendah.

Yang dimaksud dengan "elektif” adalah pencapaian Hasil
Program dengan Sasaran vang telah ditetapkan, yaitu dengan
cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.

Yang dimaksud dengan Ttransparan” adalah prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakal untuk
mengetahui  dan  mendapatkan akses informasi  scluas-

luasnya tentang Keuangan Daerah.

Avat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayal (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b



Cukup jelas.

Hurmaf o

Cukup jelas.

Hurufl d

Culup jelas.

Huruf e

Cukup jclas.

Huraf

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Hurulh

Cukup jelas.

Huruf i1

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Hurit m

Cukup jelas.

Avat {3)
Cukup jelas.
Avat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurufl ¢

Culanp jelas.

Avat (5}

Culaup jelas.
Avat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5
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Avat {1)
Cukup jeclas.

Avat [2)
Cukup jelas.
Pazal &
Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jclas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurul ¢
Culkcup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Hurul a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jclas.
Hurufl d
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Culap jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf ¢
Rewenangan

o £ AP

pemungutan pajak daerah dapat

dipisahkan dar kewenangan SKPKD =esuai dengan

ketentuan peratiran perundang- undangan.

Huruf {

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jclas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jclas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Culkup jelas.
Hurul o

Cukup jelas.
Huruf p

Cukup jelas.
Huraf q

Cukup jelas.

Avat (1)

Cukuap jelas.

Ayal (2)

Cukup jelas.



- 103 -

Avat (3]
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Culup jelas.
Hural ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Hurf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Hurufl i
Yang dimaksud dengan "meclaksanakan Pemberian
Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah”
adalah hanya terkail eksckusi Pemberian Pinjaman
Dacrah bukan kebijakan Pemberian Pinjaman Daerah.
Huruf j
Culkap jelas.
Huruf k
Cukup jeclas,
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayal (1}
Huruf a
Culkup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
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Huruf d

Cukup jelas.

Hurul e
Cukup jelas.

Huruf §
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "mengelola Utang dan Plutang
Daerah wyang menjadi tanggung jawab SKPD vang
dipimpinnya" adalah sebagai akibat yang ditimbulkan
dar pelaksanaan DPA SKPD.

Culkup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf |
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Hurufn
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Unit SKPD" termasuk unit pelaksana
teknis dacrah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayvat (3]
Cukup jelas.
Ayat {4)

Huraf a
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Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huraf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jclas.

Huruf [

Cukup jelas.

Humf g

Avat (3]

Culkup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12
Avyat (1)

Yang dimaksud dengan

"PA/KPA dalam melaksanakan

Kegiatan menetapkan pejabal pada SKPD/Unit SKPD selaku

PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK mclalui usulan
alasan langsung pcjabat yvang bersangkutan.

Aval (2)

Yang dimaksud dengan "membantu tugas” adalah tugas yang

ditentukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

oleh PA/KPA dalam melaksanakan

Beban

rangka

anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SEPD yang

dipimpinnya, yaitu:

a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan:

c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan;
dan

d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesua
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang
mengatur pengadaan barang/jasa

Ayal (3)
Cukup jelas.

Pa=al 13
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Ayat (1)
Culaap jelas.
Avat (2]
Cukup jelas.
Ayat (3]
Cukup jclas.
Pasal 14
Ayat {1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cakaap jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 16
Aval (1)
Cukup jelas.

Avat (2]



Cukup jelas.

Pasal 17

Avat (1)
Cukup jeclas.

Avat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Avyat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Culaap jelas.
Huruf ¢
Cukup jclas.
Hurafl d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jclas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
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Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf «
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Cukup jelas.

Huruf

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas,
Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayal (1)

Cukup jelas.
Avat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas,

Huruf ¢
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1}

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jclas.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
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Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Aval (4)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3
Yang dimaksud dengan "fungsi otorisasi’ adalah anggaran
dacrah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja pada tahun berkenaan.
Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan” adalah anggaran
daerah  menjadi  pedoman bagi  manajemen  dalam
merencanakan  Keglatan pada tahun  berkenaan. Yang
dirmaksud dengan “lungsi pengawasan” adalah anggaran
dacrah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  scsuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan "lungsi alokasi" adalah anggaran
dacrah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta meningkatkan efsiensi dan  efektivitas
perekonomian.
Yang dimaksud dengan "lungsi distribusi® adalah kebijakan
anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
Yang dimaksud dengan "fungsi stabilisasi" adalah angparan
Pemerintah Dacrah menjadi alat untuk memelihara dan



mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Daerah.
Ayat (4]
Cukup jelas.
Pasal 24
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jeclas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5]
Cukup jelas.
Avat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “dianggarkan secara bruto” adalah
Jjumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak bolch
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan  pendapatan  tersebut  danjfatau  dikurangi
dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka
bag hasil.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27

Ayal (1)
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Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Huraf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Pasal 28
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah selisih antarg aset
lancar dengan kewajiban jangka pendek.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pazal 20
Cukup jelas.
Pasal 30
Huruf a
Culkup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Pasal 31
Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Avat (2]



Cukup jelas.

Ayat (3]

Cukup jelas.

Avat (4]

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Hural b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurul ¢

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

I-Tunlfg

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
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Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huraf |

Cukup jelas.

Hurnsf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huraf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jclas.

Huruf a



Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jclas.

Pasal 34
Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Culap jelas.
Ayat (2}
Hurul a
Cukup jclas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas,
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huraf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 35
Avyat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Avat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Hurwl b
Cultup jelas.
Ayal (3]
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Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36
Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Avat (2]
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pajak burmi dan bangunan”
adalah pajak vang dikenakan atas bumi dan/atau
bangunan  vang  dimiliki, dikuasai, dan fatau
dimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha, antara lain perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.
Hurul b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jclas.
Ayat (3)
Hurul a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
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Hurul g
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jclas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Pasal 41
Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan
bermotor yang dibagikan olch Daerah provinsi kepada Daerah
Provinsi/kola di wilavahnya.
Pasal 42
Avat (1)
Cukup jelas.
Aval (2)
Hurul a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Pasal 43
Huruf a
Hibah baik dalam bentuk dewvisa, rupiah, barang, dan/atau
jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu
dibayar kembali.
Huruf b
Cukup jclas.
Huruf ¢
Cukup jclas.
Pasal 44
Hibah termasuk sumbangan dar pihak ketiga/scjenis vang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
mempunyal konsckuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban
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kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi
biayva Unggi.

Pazal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat [3)
Cukup jelas.
Ayal (4)
Cukup jelas.
Ayzal (D)
Culkup jelas.
Ayat [6)
Cukup jelas.
Ayal (V)
Cukup jclas.
Aval (8)
Hurula
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "alokasi belanja” sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
besaran alokasi  belanja  untuk  [fungsi  pendidikan,
anggaran keschatan, dan mnsfrastrukoar.
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Avat (2)
Culkoup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jclas.

Avat (2)
Yang dimaksud dengan "slandar harga satuan regional
adalah harga satuan barang dan jasa yvang ditetapkan dengan
mcmpertimbangkan tingkat kemahalan regional. Penetapan
harga satuan regional dilakukan dengan memperhatikan
tingkat kemahalan regional vang berlaku di suatu Daerah.

Axat (3]
Cukup jclas.

Avat (4)
Standar harga satuan pada masing-masing dacrah dapat
memperhatikan tngkal kemahalan yang berlaku di suatu
dacrah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Huraf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurmifl e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Hurif g
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufa
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Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruaf a
Culaup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "belanja modal” antara lain
berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan
dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan,
belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset
Lletap lamnnya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas,
Ayal (2)
Culup jelas.
Avar (3)
Cukup jelas.
Ayat (4]
Cukup jelas.
Ayal (3]
Cukup jelas.

Pasal 53
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Aval (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "belanja pegawai” antara lain
berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan
Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan
dan anggota DPRPB serta Gubernur/wakil Gubernur,
msentif pemungutan pajak daerah dan  retribusi
daerah, dan honorarnium.

Huruf b
Culoup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurul e
Cukup jelas.

Huruf [
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Culup jclas.

Avat (4]

Pa=sal 54

Huruf a

Cukup jclas.
Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (1)

Persetujuan  DPRPB dilakukan bersamaan  dengan
pembahasan KUA.

Aval (2)

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan  untuk
menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja
normal.

Tambahan penghasilan  berdasarkan  tempal  bertugas
diberikan kepada Pegawai ASN wang dalam melaksanakan
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Migasnya berada di Daerah memiliki tingkal kesulitan tinggi
dan Daerah terpencil.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko linggi.
Tambahan penghasilan  berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada Pegawal ASN vang dalam mengemban (ugas
memiliki keterampilan khusus dan langka.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yvang tinggi
dan/ atau inovasi.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya  diberikan  kepada TPegawai ASN  sepanjang
diamanatkan oleh peraturun perundang- undangan.

Avat (3)
Cukup jelas.

Ayal. (4]
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain
berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa
Katitor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan,  sewa rumah/gedung/gudang/parkir,
sews sarana mobilitas, sewa alal berat, sewa perlengkapan
dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas
dan atributnya, pakaian kerja, pukaian khusus dan hari-hari
fertentu, peralanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas,
pemulangan pegawai, pemcliharaan, jasa konsultansi, jasa
ketersediaan pelayanan  (availability payment), lwin-lain
pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja
barang  dan/atau  jasa yang  discrahkan  kepada
masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang
dijual kepada masyvarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa
pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan tcknis PNS, dan belanja pemberian uang yang
diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat.
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Yang dimaksud dengan "barang/jasa vang akan diserahkan
atau  dijual kepada masyarakat/pihak ketiga” adalah
barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas
Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 56
Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja
bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
Pasal 537
Aval (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Ayat [3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5]
Cukup jelas.
Avat [6)
Cukup jclas.
Pasal 58
Ayal (1}
Pemberian  hibah didasarkan atas usulan lertulis yang
disampaikan kepada Gubernur. Pemberian hibah juga berupa
pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang
mendapatkan kurgi di DPRPE sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Avat {2)
Cukup jelas.
Ayar (3]
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayal (2)

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.

Paszal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "belanja modal” antara lain berupa
belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
belamja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan,
irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufl b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 61
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jeclas.
Pasal 62

Culkup jelas.
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Paszal 63
Ayat (1]
Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu lainnya" adalah

dalam rangka memberikan manflsat bagi pemberi dan/ atau
penerima banluan keuangan.

Avat (2]
Cukup jelas.
Avat (3]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Avat [(4)
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Aval (6]
Cukup jelas.
Ayat [7)
Cukup jelas.
Pasal 64
Avat (1)
Keperluan mendesak sesuai dengan karakterisiik masing
masing Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
Avat (2]
Hurufl a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1]
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Cukup jelas,

Huruf b

Cukup jclas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Ayal {2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huml b

Culoup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Avat (3)
Cukup jclas,
Avat (4)
Cukup jelas.
Avat [5)
Cukup jelas,
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 66
Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
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Huruf d

Cukup jclas.

Huraf ¢

Cukup jelas.

Huruf £

Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Culmup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jclas.

Hurmt d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3}

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Hiruaf ¢

Culkup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukuap jelas.
Hurufl h

Cukup jelas.

125 -



=y =

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Culkup jelas.

Ayat (3}
Cukup jelas.
Ayal (4)
Cukup jelas.
Ayal (3]
Culiap jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1]
Cukup jelas.
Ayat (2]
Yang dimaksud dengan "bukti penerimaan” seperti dokumen
lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis
lainnya.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jclas.
Pasal 71



Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Ayal (4)
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Culkup jelas.
Ayat [2)
Cukup jelas.
Pasal 76
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Cukup jelas.
Aval (3)
Huruf a

S L

Cultup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huraf o

Cukup jelas.

Ayart [4)

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat (6)
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Cukup jelas.
Pasal 77
Awvat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Avyat (4]
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "surplus APBD" adalah selisih lebih
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Yang
dimaksud dengan "defisit APBD" adalah selisih kurang antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
Ayat (2]
Cukup Jelas.
Avat {3)
Cukup Jelas.
Pasal 80
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok utang vang
jatuh tempo” adalah pembayaran pokolk utang yang bchim
cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran  pembiayaan
sesuai dengan perjanjian.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurul e
Cukup jelas.
Pasal 81



Cukup jelas.
Pasal 82
Ayal (1]
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup .Jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayal (2)
Cukup Jelas,
Pasgal 84
Avat (1)
Cukup .Jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huraf ¢

Culoup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufl e

Cukup jelas.

Huruaf f

Cukup jelas.

Avat [3)

Huruf a

Culkup jelas.

Hurul b

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1}
Cukup jelas.

i
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Ayart [2)

Cukup jelas.
Aval {3)

Cukup jelas.
Ayat (4]

Cukup jelas.

Pasal 80
Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD
berdasarkan RKA SKPD yang disusun dengan mengacu pada RKPD,
rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Gubernur.
Pasal 87
Ayal (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ayart [4)
Cukup jelas.
Ayat (5]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huraf d
Cukup jelas.
Avat (6)
Cukup jelas.
Pasal B8



Avat (1)

Cukup jelas.
Avat (2]

Huruf a

Cukup jelas.

Hurul b

B G 4

Cukup jclas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Avat {3)
Cukup jelas.
Paszal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Avyal (1)
Cukup jelas.
Aval (2]
Cukup jclas.
Aval (3]
Cukup jelas.
Aval (4]

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurf ¢

Cukup jclas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3}
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)

Huruat &

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruaf e

Cukup jelas.

Ayal (2)

Cukup jelas.
Ayat (3]

Cukup jelas.
Ayart (4)

Cukup jelas.
Avat (5)

Cukup jelas.
Ayal (0]

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat [2)

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Avat (1)

Cukup jclas.
Ayat (2]

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
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Cukup jelas.

Ayal (3)

Cukup jelas.
Avat (5]

Cukup jelas.

Ayart [7)

Cukup jelas.
Avat (B)

Cukup jelas.
Ayat {9)

Culup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayalt (2)

Huruf a

Cukup jelas,

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayal (3]

Cukup jelas.
Aval (4)

Cukup jelas.
Avat (5]

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huraf b



Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jclas.
Huraf f
Cukup jelas.
Huraf g
Cukup jelas.
Hurul h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Pasal 97
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huraf b
Culoup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruaf
Cukup jelas.
Huruf g

~F 8
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Cukup jelas.
Hural h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
Hurul m

Cukup jelas.

Avat (3)
Cukup jelas.
Avat [4)

Huruf a

Cukup jelas.
Hurul b

Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Paszal U¥
Cukup jelas.
Pasal 99
Ayat (1]
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penjelasan dan doekumen pendukung”
antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 101
Aval (1)
Cukup jclas.
Ayal {2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Avat (4]
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran
gebelumnya” adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang
ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
Ayal (2)
Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat mengkat”
adalah belanja yang dibutuhkan secara terus mecnerus dan
harus dialokasikan olch Pemerintah Daerah dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja
barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib” adalah
belanja wuntuk terjaminnya kelangsungan pemenubhan
pendanaan Pelayanan  Dasar masyarakat antara  lain
pendidikan, keschalan, melaksanakan kewajiban kepada
pihak ketiga, kewasjiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Avat (3]
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Pasal 103
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas,



Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurf e

Cukup jelas.

Huruf

Cukup jelas.

Huraf g

Cukup jelas.

Hurul

Cukup jelas.

Hurufl i

Cukup jelas.

Hurul j

Cukup jelas.

Hurul k

Cukup jelas.

Huruf'1

Cukup jelas.

Hurud m

Culup jelas.

Hurufl n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.
Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Avat (2)

Cukup jelas.

Avat (3]

Cukup jelas.
Pasal 105

Ayat (1)
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Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106
Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paszal 107
Avyat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup jelas.

Ayat {4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jclas.

Pasal 108
Ayat (1)

Cukup jelas.

Avat (2]

Cukup jelas,

Ayal {3)

Cukup jelas.

Ayat (4]

Cukup jelas.

Pasal 109
Ayat (1)

Cukup jclas.

Ayat [2)

Cukup jelas.

Pasal 110
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2]
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jclas.
Pasal 111
Cukup jclas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 114
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurmf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufl e
Cukup jelas.
Huruf [
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Avat {2)
Cukup jclas.
Pasal 115
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bank umum yang schat” adalah bank
winwim di | Indonesia yang aman/schat sesuan  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenal perbankan.
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Avat [2)
Cukup jeclas.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Pasal 116
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jclas.
Avat (3]
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5]
Cukup jclas.
Avat (6]
Cukup jelas.
Pasal 117
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Avat (1)
Yang dimaksud dengan "mendepositokan” adalah penempatan
deposito dilakukan pada bank umum di Indonesia yvang
aman/schat sesual dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang mengatur mengenai perbankan dan tidak
melampaui tahun anggaran berkenaan.
Ayart (7]
Cukup jelas.
Pasal 121



Ayal (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Culoup jelas.
Ayal (3]

Cukup jelas.

Pasal 122
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Cukup jelas.
Aval (3)
Cukup jelas.
Aval (4]
Cukup jelas.
Ayat (3)
Culup jelas.
Ayal (5]
Cukup jclas.
Pasal 123
Ayat (1)
Cukliup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Pasal 124
Ayal {1)

Hurul a

141 -

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Avyat [2)
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
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Avat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2]

Cukup jelas.
Avat {3)

Cukup jelas.

Avat [4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
Aval (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hurul a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas,
Pasal 129
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Penerimaan Dacrah vang sifatnya
berulang’ adalah penerimaan yang setiap tahun rutin
dianggarkan, sepcrti pendapatan pajak, pendapatan retribusi,
dan lainiava.
Avat (2)
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Yang dimaksud dengan "Penenmaan Daerah yang sifatnya
lidak berulang" adalah penerimaan yang tidak sctiap tahun
dianggarkan, sepertd pendapalan luntutan gantl  Tugl,
pendapatan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pazal 130
Ayal (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 131
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufl d
Cukup jelas.
Ayal (9]
Hurul a
Cukup jelas.
Hurufl b
Cukup jelas.
Pasal 132
Avat {1]



Cukup jelas.
Ayat (2]

Cukup jeclas.
Ayat (3}

Cukup jelas.
Ayal (4)

Cukup jelas.

Axat [3)

Cukup jelas.

Pasal 133

Avat (1)

Cukup jelas,
Avat {2)

Cukup jelas.
Avyat (3]

Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a
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Culcup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3]
Cukup jelas.
Pasal 134
Avat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huraf b

Cukup jelas.

Hurul ¢

Cukup jelas.

Ayat (2]
Cukup jelas.
Pasal 135
Ayal (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)



Cukup jelas.
Pasal 136
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Cukup jelas.
Avart {3)
Cukup jelas.
Pasal 137
Ayat (1)
Huruf a
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Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurif ¢

Cukup jelas.

Avat (2}

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Avat (4]

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avyat (2]

Cukup jelas.
Avat (3)

Huruf a

Cukup jclas.

Huruf b

Culcup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huraf d

Cukup jelas.

Avat (4)
Hurufl a



Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Avat (o)
Cukup jelas.

Pasal 139
Ayat (1}

Huraf =

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huraf ¢

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas,
Pusal 140
Cukup jelas.
Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142
Ayal (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 143
Awvat (1)
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Cukup jelas.

Avat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 144

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas,

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf {

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 145
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3]

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 146
Ayal (1)

Cuknp jelas.

Ayat {2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 147

Huruf a
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Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 148
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat {2)
Cukup jelas.
Pasal 149
Aval (1)
Yang dimaksud dengan "prognosis” adalah prakiraan dan
penjelasannya yang akan dircalisir dalam 6 (enam) bulan
berilutnya berdasarkan realisasi.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Pasal 150
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2
Hurul a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jclas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 151
Ayat (1)
Hurul a

Cukup jelas.



Hurul I

Cukup jelas,

Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (2}

Cukup jelas.
Ayat (3]

Cukup jclas.
Ayal (4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurul ¢

Culup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Avat (3]
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Aval (2]
Culkoup jelas.
Aval (6]
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
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Avar (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Pasal 156
Avat (1)
Cukup jelas.

Ayal [2)
Yang dimaksud dengan ‘lebih besar dari 50% (lima puluh
perseratus)” adalah batas persentasc minimal selisih (gap)
kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBED.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 1537
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 158
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jclas.
Pasal 159
Aval (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huraf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jclas.
Hurufl d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.



Pasal 160

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Avyat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 163
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a
Huruf b
Huruf ¢
Huruf d
Huruf
Hurul [
Huruf g
Huruf h
Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf j

al



Culkup jelas.

Avyat (3)
Cukup jelas.
Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurwul b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huraf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Hurwufl h

Culup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Avat (3)
Culkup jelas.
Avat (4)



Huruf a
Culkup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung” antara
lain nota keuangan, perubahan RKPD, dan perubahan KUA dan
PPAS.
Pasal 167
Ayal (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Paszal 168
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 169
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayal (2}

Cukup jelas.
Aval (3)

Cukup jelas.

Pasal 170

Avat (1)

Cukup jelas.
Ayal (2}
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Cukup jelas.
Ayal (3)

Culkup jelas.
Avat [4)

Cukup jelas.
Ayat (3]

Cukup jolas.

Pasal 171
Aval (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Ayal (2)
Culkup jclas.
Pasal 172
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Aval (3)
Cukup jclas.
Pasal 173
Avat (1)
Cukup jelas.
Aval [2)
Huruf a
Cukup jelas.,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf 4

Cukup jelas.
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Hurufe
Cukup jclas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruaf g
Cukup jclas.
Ayal (3}
Cukup jelas.
Pasal 174
Ayar (1)
Cukup jelas.
Avyal (2}
Cukup jelas.
Awyat (3)
Cukup jelas.
Pasal 175
Avat (1)
ukup jelas.
Avat (2]
Hurul a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jclas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jclas.
Huruf e
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 176
Ayat (1)
Cukup jelas.
Aval (2]
Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huraf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufl e

Cukup jelas.

Hueaf f

Cukup jelas.

Hurul g

Cukup jelas.

Ayal {3)
Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Avat (4]

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Ayal (1)

Cukup jelus.
Avyat (2)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1}

Cukup jelas.
Ayat (2]

Cukup jelas.
Avat (3]

Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 181
Avat (1)
Cukup jelas.
Aval (2)
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Pasal 182
Avat (1)
Culcup jelas.
Avat (2)
Cukup jclas.
Ayat (3)
Culup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 183
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2}
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
pendapatan  daerah, peningkatan kescjahteraan masyarakat,
peningkatan pelayanan masyarakat, dan/atau tidak menggangsu
likuiditas keuangan daerah investasi Pemerintah Daerah diatur
dalam Peraturan Menteri sctelah berkoordinasi dengan menten yang
menyelengearakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.



Pasal 187

Cukup jelas.
Pasal 138

Ayat (1)

Culaup jelas.

Avat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paszal 189

Ayat (1)

Cukup jelas.
Aval (2]

Cukup jelas.
Ayal (3]

Cukup jelas.

Pasal 190

Huruf a
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Yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan atau jasa
layanan umum" antara lain  rumah sakit  dacrah,
penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan doloumen,
penyclenggaraan jasa penyiaran publik, dan pelayanan jasa
penelitian dan pengujian.

Huraf b

Yang dimaksud dengan “dana khusus untuk meningkatkan
ckonomi dan/atau layanan kepada masyarakat" antara lain
dana bergulir, usaha mikro, kecil, menecngah, dan tabungan

perumahan.

Hurul ¢

Cukup jelas.

Pasal 191
Ayat (1)

Cukup jelas.

Avat (2]

Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup jelas.

Aval (4)



Cukup jclas.

Pasal 192

Cultup jelas.
Pasal 193

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.
Pasal 195

Cukup jelas.
Pasal 196

Cukup jelas.
Pasal 197

Avat (1)

Cukup jelas.

Avyat (2)

Cukup jelas.

Pasal 198
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayal (2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jeclas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huraf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Hueruf [

Culoup jelas.
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Thuruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 1909
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Mvat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2
Cukup jelas.
Pasal 202
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 203
Ayat (1)
Cukup jclas.
Avat (2)
Cukup jclas.
Avat (3]
Huruf a
Cukup jelas.
Huraf b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
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Cukup jolas.
Pasal 204
Culkup jelas.
Pasal 2050
Cukup jclas.
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